Nomor SOP 0009.3.3/ Yot 8 DK12024

Tanggal Pembuatan Januari 2023
Tanggal Revisi 03 Juni 2024

Tanggal Efektif

07 Januan 0572, 11 p o TN
* ‘!" dUINag

Disahkan oleh
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SEKRETARIAT
Nama SOP Pengajuan K
SUB BAGIAN UMUM

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Pemerintah RI No.7 TAHUN 1977 tentang Peraturan Gaji PNS

1. Memahami dasar hukum kepegawaian

2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 | 2. Kemampuan memverifikasi masa kerja PNS
Tahun 1977 tentang Peraturan Gaii Pegawai Negeri Sipil 3. Memahami proses usulan kenaikan gaji berkala
3. Peraturan Saerah Provinsi kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi 4. SLTA Sederajad
Perangkat daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor (9).
Sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1)
4. Peraturan Gubemnur Nomor 43 Tahun 2023 Tentang susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Surat Masuk 1. Komputer
2. SOP Surat Keluar 2. Printer
3. ATK
4. Jaringan Internet
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Apabila pembuatan kenaikan gaji berkala tidak dijalankan sesuai dengan prosedur, maka akan berpengaruh pada
kelancaran proses pelaksanaan kgb dan proses-proses berikutnya

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual
- Diupload ke SIMPEG dan dicatat dalam Buku Kendali




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Pengadmin Kasubbag Ke Ket.
} pala Pengadmin. 7
Kepegawaian Umum eenpe Dinas Umum lenghapan St iz g
Mendata Pegawai yang akan Naik Gaji Berkala dan
1. |menyiapkan dokumen2 untuk kelengkapan persyaratan @ 20 Menit Data SOP Pengajuan KGB
KGB
Membuat Surat Keterangan Hukdis dan Surat Pernyataan L‘l
2 |sebagai persyaratan KGB dan mengajukan ke Kasubbag l 20 menit Disposisi
Umum untuk diparaf
Memaraf Surat Keterangan Hukdis dan Surat Pernyataan ﬂe
3 |'Tidak Bersamaan dengan Kenaikan Pangkat _)D 15 menit Surat
4 |Meminta Tandatangan Kepala Dinas ﬂ 5 menit
5 Menandatangani Surat Keterangan Hukdis dan Surat
Pernyataan E'j 5 menit
6 Menomori Surat Keterangan Hukdis dan Surat I—— )
Pernyataan 5 menit
Menginput surat Hukdis dan surat pernyataan, Berkas-
7 |berkas lain ke dalam aplikasi KGB dan mengajukannya ke I = o 5 menit
BKD untuk diproses
N
Mencetak Surat KGB bila sudah di verifikasi BKD dan
B |owmints paraf D 10 menit




Nomor SOP 000.9.3.33L69DK-U2024
Tanggal Pembuatan 1 Desember 2014
Tanggal Revisi 03 Juni 2024
Tanggal Efektif 01 Januari 2025
Disahkan oleh
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 7 7' :
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR okolsta M.Si.
SEKRETARIA B P VS
T Nama SOP Pombuatin Usdan Gl Teien Oan Gt e it Tidak Lebih Dari 14 Hari
SUB BAGIAN UMUM s

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Rl No. 24 Tahun 1976 tentang Cuti PNS

2. SE Kepala BAKN No.01/SE/1977 tentang Permintaan Pemberian Cuti PNS

3. PERKA BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS

4. Perka BKN Nomor 7 Tahun 2021 tentang Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Tentang
Perubahan Atas Peraturan Badan kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Pemberian Cuti PNS

5 Peraturan Saerah Provinsi kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Perangkat daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2016 Nomor (9). Sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1)

6. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2023 Tentang susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

2. Memahami Peraturan Cuti PNS

1. Kemampuan mengetik dengan aplikasi Microsoft Word

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar

1. ATK

2. Komputer dengan aplikasi Microsoft Word

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Apabila pembuatan usulan cuti tahunan dan cuti sakit tidak lebih dari 14 hari terlambat dibuat, maka PNS yang
mengajukan permohonan cuti tidak bisa mendapatkan cuti sesuai waktu yang ditentukan.

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Kabid/ Ka Pengelola Kepal Ket,
Sekreta v B ' '
UPTD ris | Kasubag Kepegawalan | Dinas Kelengkapan Waktu Output
1 Mengajukan Usulan kepada Kepala Dinas dalam hal usulan Kelengkapan 5 it Kelengkapan |SOP Cuti Tdk
" |euti. Usulancuti ment Usulancuti  [Lebih 14 H
Memberikan disposisi kepada Subbag untuk memproses

2 |usulan cuti tahunan, cuti bersalin dan cuti sakit tidak lebih Disposisi 5 menit Disposisi
dari 14 hari.

Melakukan verifikasi usulan cuti dan memerintahkan Kelengka

3 |pengadministrasi kepeg untuk membuat surat cuti tahunan, | J S erllg g 10 menit Disposisi
cuti bersalin dan cuti sakit tidak lebih dari 14 hari sulancuti
Membuat surat cuti tahunan, cuti bersalin dan cuti sakit -

4 |tidak lebih dari 14 hari dan diserahkan ke Kasub Bag Ej Disposisi surat cuti
Umum untuk dikoreksi dan diparaf menit
Mengoreksi surat cuti tahunan, cuti bersalin dan cuti sakit

5 |tidak lebih dari 14 hari dan memberikan paraf persetujuan ool suratcuti 5 imerniit Stu'ia}t:t;ﬂ yar;g
dan selanjutnya diparaf Sekretaris. | L elah dipara
Mengoreksi surat cuti tahunan, cuti bersalin dan cuti sakit "

6 tidak lebih dari 14 hari dan memberikan paraf persetujuan E"'| surat cuti yang E it surat cuti yang
selanjutnya menyerahkan kepada Kepala Dinas untuk telah diparaf men telah diparaf.
ditanda tangani. .

Menanda tangani surat cuti tahunan, cuti bersalin dan cuti ) Surat cuti yang

7 |sakit tidak lebih dari 14 hari. Selanjutnya diserahkan H‘ I s:rla‘;cdl.lill yar;g 5 menit telah
kembali ke Pengadministrasi Kepegawaian. elah dipara ditandatangani

. ’ . ; Surat cuti yang Surat cuti yang
Surat cuti yang telah ditanda tangani Kepala Dinas H .

8 : I = telah ditanda 5 menit | telah ditanda

didistribusikan ke pegawai bersangkutan.
stribusikan ke peg yang i tangani KDK tangani KDK
Memerintahkan Sekretaris untuk memproses surat cuti r_: & G Di isi.S

9 |tahunan, cuti bersalin dan cuti sakit tidak lebih dari 14 hari l I stu;ah;u.u ya?g 5 menit| -~ PO° sg L
yang telah ditandatangani Kepala Dinas aTEpatas e
Memerintahkan Kasubbag untuk memroses surat cuti

-y : ;

10 |tahunan, cuti bersalin dan cuti sakit tidak lebih dari 14 hari D Disposisi, Surat cutif 5 menit Dlsposls;, surgs
yang telah ditandatangani Kepala Dinas e
Memerintahkan staf kepegawaian untuk memberikan Surat cuti yang

11 |nomor surat cuti tahunan, cuti bersalin dan cuti sakit tidak | L_l Disposisi, Surat cuti| 5 menit| telahditanda
lebih dari 14 hari. tangani KDK

; ; Surat cuti yang
Surat cuti yang telah ditanda tangani Kepala Dinas é ) )

¥ didistribusikan ke bidang / UPTD. belich di'tanda ¥ i surgteut

tangani KDK




Nomor SOP 000.9.3.3/ 3(-Y&/DK-1/2024
Tanggal Pembuatan 1 Desember 2014
Tanggal Revisi 03 Juni 202
Tanggal Efekif 01 Januarjs
Disahkan oleh 5
o
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR .
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 3
SERRETARINT Nama SOP Pembuatan
SUB BAGIAN UMUM

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun
2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

1. Kemampuan mengetik dengan aplikasi Microsoft Word
2. Mengetahui peraturan kepangkatan

2. Undang-undang No. 8 tahun 1974 jo Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian
3, PP No. 99 tahun 2000 jo PP No. 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil
4. PP No.9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS
kep. Ka. BKN No. 12 Tahun 2001 tanggal 17 juni 2002 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah
8 No. 99 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat PNs jo PP No. 12 Tahun 2002
Kep. Ka. BKN No. 13 tahun 2003 tanggal 21 april 2003 tentang petunjuk teknis pelaksanaan PP No. 9 Tahun
8. 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1, SOP Surat Masuk 1. ATK
2. SOP Surat Keluar 2. Komputer dengan aplikasi Microsoft Word
3. Printer
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Apabila pembuatan usulan kenaikan pangkat terlambat, maka PNS yang seharusnya mendapatkan kenaikan pangkat akan
tertunda pada tahun berikutnya.

- Disimpan sebagai data elekironik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan pengelola Kepala Ket.
s owaalan Kasubag |Sekretaris A Kelengkapan Waktu Output
1 Menginventarisir pegawai yang akan naik pangkat, dan Usulan kenaikan 10 it Draft Usulan SOP Kenaikan
" |menyerahkan usulan kepada Kasub Bag Umum pangkat ment Kenaikan Pangkat |Pangkat
2 Memberikan disposisi kepada Pengadministrasi E Draft Usulan 10 it Dieissitl
Kepegawaian untuk diusulkan ke BKD. Kenaikan Pangkat ment posist
Membuat surat usulan kenaikan pangkat ke Badan EH Kelengkapan dan
3 |Kepegawaian Daerah samarinda selanjutnya diserahkan Disposisi 15 menit |surat usulan kenaikan
kepada Kasubbag untuk dikoreksi dan diparaf. pangkat
Mengoreksi surat usulan kenaikan pangkat dan L| Kelengkapan dan Kelengkapan dan
4 |kelengkapannya dan memberi paraf persetujuan | | surat usulan 15 menit surat usulan yang
selanjutnya diserahkan ke sekretaris untuk diparaf kenaikan pangkat telah diparaf
Mengoreksi surat usulan kenaikan pangkat dan . I-—)L-l Kelengkapan dan
kelengkapannya serta membubuhkan paraf persetujuan. ; surat usulan yang
5 : ; : surat usulan yang 5 menit .
Selanjutnya diserahkan ke Kepala Dinas untuk . telah diparaf
: : telah diparaf
ditandatangani.
Menanda tangani usulan kenaikan pangkat selanjutnya
: ke : ; surat usulan yang . Surat usulan yang
6 |menyerahkan kembali kepada administrasi kepegawaian . 5 menit . .
" telah diparaf telah ditanda tangani
untuk proses selanjutnya.
) i Berkas dan surat
7 Memberikan nomor surat usulan kenaikan pangkat dan (3( Surat usulan yang 10 Tenit sisiili Fatiaikai

selanjutnya dikirim ke BKD untuk diproses.

telah ditanda tangani

pangkat final.




Nomor SOP 000.9.3.3/ oet IIDK-1/2024
Tanggal Pembuatan 1 Desember 2014
Tanggal Revisi 03 Juni 2
Tanggal Efektif 01 J
Disahkan oleh a Kehutanan,
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR o e =1
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR tal L, M.Si.
F\ o 1003
SEKRETARIAT Nama SOP Pom \\
SUB BAGIAN UMUM

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang Rl No.11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
2. PP No. 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda

1. Kemampuan mengetik dengan aplikasi Microsoft Word
2 Mengetahui peraturan tentang pensiun

dudanya
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Surat Masuk 1. ATK

2. SOP Surat Keluar

2. Komputer dengan aplikasi Microsoft Word

3. Printer

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Apabila pembuatan usulan pensiun terlambat, maka proses administrasi PNS yang pensiun akan tertunda.

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan pengelola . y Ket.
Kepegawaian Kasubag | sekretaris Kadis Kelengkapan Waktu Output
Menginventarisir pegawai yang akan memasuki BUP, dan Kelengkapan . ; SOP Usulan
1 menyerahkan draft usulan kepada Kasub Bag Umum a Usulan pensiun S manie | Draft Usilanfenstun Pensiun
5 Memberikan disposisi kepada Pengadministrasi E Draft Usulan 10 miasie Dissosist
Kepegawaian untuk diproses dan diusulkan ke BKD. Pensiun = P
Membuat surat usulan pensiun ke Badan Kepegawaian
3 |Daerah samarinda selanjutnya diserahkan kepada | _|'— Disposisi 20 menit | suratusulan pensiun
Kasubbag untuk dikoreksi dan diparaf.
Mvogsrsit s.urat sl e dan.kelengk.a pannya i | surat usulan .| suratusulan pensiun
4 |dan memberi paraf persetujuan selanjutnya diserahkan ensiun 15 menit aneg diparaf
ke sekretaris untuk diparaf p yang dip
Mengoreksi surat usulan pensiun dan kelengkapannya Ll surat usulan
; : : ; surat usulan yang
5 |serta membubuhkan paraf persetujuan. Selanjutnya pensiun yang 10 menit telah diparaf
diserahkan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani. diparaf P
Menanda tangani usulan pensiun selanjutnya siibit igilas van vl R
6 |menyerahkan kembali kepada administrasi kepegawaian . yang 5 menit . yang .
. telah diparaf telah ditanda tangani.
untuk proses selanjutnya.
y . . surat usulan yang Surat usulan yang
- M.e!n!)enkan nomor surfat usulan pensiun dan selanjutnya C)< telah ditanda e clah dibied SomoF
dikirim ke BKD untuk diproses. . 3
tangani. dan dikirim ke BKD




Nomor SOP 000.9.3.3/ %4, JDK-1/2024
Tanggal Pembuatan 1 Desember 2014
Tanggal Revisi 03 Juni 2024
Tanggal Efektif 01 Januari PRO L
Disahkan oleh ) nan,
Vs, :
2z &
PEMERINTAH PROVINS! KALIMANTAN TIMUR o iy
DINAS KEHUTANAN PROVINS! KALIMANTAN TIMUR & o'istantd, S:P., M.Si.
2 31003
-
SEKRETARIAT Nama SOP Pembuatan Ustitah GtiBesr”
SUB BAGIAN UMUM

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Rl No. 24 Tahun 1976 tentang Cuti PNS

2. SE Kepala BAKN No.01/SE/1977 tentang Permintaan Pemberian Cuti PNS

3. PERKA BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS

4. Perka BKN Nomor 7 Tahun 2021 tentang Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Tentang
Perubahan Atas Peraturan Badan kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Pemberian Cuti PNS

1. Kemampuan mengetik dengan aplikasi Microsoft Word
2. Mengetahui peraturan tentang cuti

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. SOP Surat Masuk 1. Kertas

2. SOP Surat Keluar 2. Komputer dengan aplikasi Microsoft Word
3. Printer

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Apabila pembuatan usulan cuti besar terlambat dibuat, maka PNS yang mengajukan permohonan cuti besar tidak bisa
mendapatkan cuti sesuai waktu yang ditentukan.

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Kabid/Ka pengelola Kepala Ket.
UPTD Sekretaris | Kassubag kepegawalan ‘S Kelengkapan Waktu Output
Usulan cuti besar dan : Usulan cuti besar Permohonan Cuti
1. |Mengajukan Usulan kepada Kepala Dinas Q_— kelengkapannya 5 menit dan kelengkapannya Besar
2 Memberikan disposisi kepada Kasubbag untuk memproses a Usulan cuti besar dan B it Disposisi usulan cuti
usulan cuti besar. kelengkapannya besar
Mengecek terkait usulan cuti besar, kemudian , - ) )
3 |memerintahkan pengadm kepegawaian membuat surat | _1| DlSpOSli] usukn: catt 10 menit RERaET uRula oot
) esar besar
untuk diteruskan ke BKD.
— Disposisi usulan cuti . surat usulan cuti
4 |Membuat surat usulan cuti besar. | | - 15 menit basar
Mengoreksi surat usulan cu.l:i besar dan membubuhkan B surat usulan cuti surat usulan yang
5 |paraf persetujuan dan selanjutnya menyerahkan ke 5 menit
; besar telah diparaf
sekretaris untuk diparaf.
Mengoreksi surat usulan cuti besar dan membubuhkan
: : ; . surat usulanyang , surat usulan yang
6 |paraf persetujuan. Selanjutnya diserahkan ke Kepala Dinas ) 5 menit )
: ‘ telah diparaf telah diparaf
untuk ditanda tangani.
i Surat usulan cuti
7 Membubuhkan tand.a tangan dan memgemlballkan kepada [:j surat usulanyang & menit | besar yangditanda
pengadm kepegawaian untuk proses selanjutnya. telah diparaf tangani
: g i < Surat usulan cuti Surat usulan yang
8 Memberikan nomor dan selanjutnya mengirim ke BKD D besar yangditarda | 10 mentt | telah diberi romor

untuk diproses.

tangani

dan dikirim ke BKD




Nomor SOP 000.9.3.3/ 5CAZ/DK-12024
Tanggal Pembuatan 1 Desember 2014
| Tanggal Revisi 03 Juni 2024
Tanggal Efektif 01 Januari 2025=="""——=u._
Disahkan oleh Kopald Difas
PEMERINTAH PROVINS! KALIMANTAN TIMUR & M
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR g, S.P. M.
LANA 50807§000031003
4 T3S KERS” N7
SCRRETARIA Nama SOP Pembuatan A/ 4
SUB BAGIAN UMUM g

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang Rl No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

2. Undang-Undang Rl No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1874 Tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian

3. PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan &
Perceraian PNS

4. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 Maret 1983 tentang
Petunjuk Permintaan, Penetapan, Penggunaan Kartu Istri/ Kartu Suami PNS

1. Kemampuan mengetik dengan aplikasi Microsoft Word dan Excel
2. Mengetahui peraturan tentang kepegawaian

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar

1. ATK

3. Printer

2. Komputer dengan aplikasi Microsoft Word

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Apabila pembuatan usulan Karis/Karsu terlambat, maka PNS yang mengusulkan belum bisa mendapatkan
Karis/Karsu.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Kabid/Ka pengelola Kepala Ket.
Sekretaris | K
UPTD ekretaris | Kasubbag e Kelengkapan Waktu Output
Kelengkapan usulan Kelengkapan usulan OF
1. {[Mengajukan Usulan kepada Kepala Dinas @ Karis;)Karsu 5 menit Karis?Karsu Pembuatan
Kais/Karsu

2 Memberikan disposisi kepada Kasubbag untuk memproses ill Kelengkapan usulan 5 menit Disposisi

usulan Karis/Karsu. Karis/Karsu P

Mengecek terkait ususlan Karis/Karsu, kemudian Ll Dispicsii knlenghapan
3 |memerintahkan pengadm kepegawaian membuat Disposisi 20 menit usl:ﬂan Karis /Kargu

pengantar untuk diteruskan ke BKD.

j Disposisi kelengk . tusul

4 |Membuat surat pengantar usulan Karis/Karsu. H usl:ﬂarflKaer;?ia?-zzn 15 menit ?(I;I;?s/ulzarzz
- Mengoreksi surat pengantar usulan Karis/Karsu dan |4:| surat usulan & menit surat usulan yang

membubuhkan paraf persetujuan. Karis/Karsu telah diparaf

Mengoreksi surat pengantar usulan Karis/Karsu dan l
6 |membubuhkan paraf persetujuan. Selanjutnya diserahkan | HI su:zltal;f:ila:ri e:-ng 5 menit su::ltal:lssi::rjgng

ke Kepala Dinas P

. Surat usul

7 Membubuhkan tanda tangan dan memgembalikan ke I__] suratusulan yang S menit Kar?s??(g:‘sst a:n

pengadm kepegawaian untuk diteruskan ke BKD telah diparaf ditanda tan:anig

. - Surat usulan Surat usulan yang

8 Memberikan nomor dan mengirim usulan tersebut ke BKD ( }= RarisfKarsi yang 5 menit | telah diberi nomor

untuk proses selanjutnya.

ditanda tangani

dan dikirim ke BKD




Nomor SOP 000.9.3.3/ %49 /DK-1/2024
Tanggal Pembuatan 1 Desember 2014
Tanggal Revisi 03 Juni 2024
Tanggal Efektif 01 Januan 202527 4 poo
Disahkan oleh \\KepataDin
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SEKRETARIAT Nama SOP
SUB BAGIAN UMUM

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang RI No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

2. Undang-Undang RI No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI
Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian

3. PP No. 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas PP No. 25 Tahun 1981 Tentang Asuransi Sosial
PNS

4. PP No. 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS Sipil dan Janda/

1. Kemampuan mengetik dengan aplikasi Microsoft Word
2. Mengetahui peraturan tentang kepegawaian

dudanya
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Surat Masuk 1. ATK
2. SOP Surat Keluar 2. Komputer dengan Aplikasi Microsoft Word
3. Printer
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Apabila pembuatan usulan Taspen terlambat, maka PNS yang mengusulkan belum bisa mendapatkan
dokumen Taspen.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




usulan Taspen dan mengirimkan ke BKD.

Lampiran Dokumen

Lampiran Dokumen

Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur Kabid/Ka : Pengelola Kepala Keterangan
UPTD Sekretaris | Kasubag kepegawaian Dinas Kelengkapan Waktu Output
Dokumen: Surat Pengantar ; -
y ) Disposisi Surat+ |SOP usulan
1 |Mengajukan Usulan kepada Kepala Dinas Karpeg, SK CPNS, SK PNS, SK| 5 menit Lam:iran Diolkitiitn | Taspen
Pangkat terakhir, dll
- L
. \1{ Dokumen: Surat Pengantar, . ria
Memberikan disposisi kepada Kasubbag untuk memProses Karpeg SK CPNS. SK PNS. SK| 5 menit Disposisi Surat +
. usulan Taspen. PEs = ! Lampiran Dokumen
Pangkatterakhir, dll
3 Melakukan verifikasi dan validasi, kemudian memerintahkan Disposisi Surat + Lampiran 20 menit Disposisi Surat +
Staf membuat surat pengantar untuk diteruskan ke BKD. Dokumen Lampiran Dokumen
Membuat surat pengantar usulan Taspen kemudian 3 Dlipoatsl Sifut Lamphoa Draft Surat
4 |mengajukannya kepada Kasubbag untuk mendapatkan e 5menit | Pengantar Ke BKD +
persetujuan. o i Lampiran Dokumen
Mengoreksi surat pengantar usulan Taspen. Jika setuju, Tidak Braft Surat Pengantac Ke Paraf Draft Surat
5 |membubuhkan paraf persetujuan. Jika tidak, mengembalikan BKD + Lampiran Dokumen 5menit | Pengantar Ke BKD +
kepada Staf untuk diperbaiki. o i - _ | Lampiran Dokumen |
Mengoreksi surat pengantar usulan Taspen. Jika setuju, )\Ya Ya Paraf Draft Surat Pengantar Paraf Draft Surat
6 [membubuhkan paraf persetujuan. Jika tidak, mengembalikan \ ( Ke BKD + Lampiran 5 menit | Pengantar Ke BKD +
kepada Kasubbag untuk diperbaiki. ] B B Dokumen | Lampiran Dokumen |
Mengoreksi surat pengantar usulan Taspen. Jika setuju, ) Paraf Draft Surat Peiigaritas Sirat Pengantar Ke
7 membubuhkan tanda tangan dan menyerahkan kembali Ke BKD + Lampiran 5 menit BRD * Lampiran
kepada Kabag untuk diproses lebih lanjut. Jika tidak, Tidak Dokumen Dokumen
~ |mengembalikan kepada Kabag untuk diperbaiki. [ - o ) - n
Y Ya Surat Pengantar Ke
8 Memerintahkan Kasubbag untuk memroses surat usulan Surat Pengantar Ke BKD + 5 menit 5+ fiaempiun
Taspen yang telah ditandatangani Kepala Dinas Lampiran Dokumen Dokumen
o - » ; B 7 1 ek 7 Penomoran Surat
9 Meminta staf Subbag Umum untuk memberikan nomor surat ( ) Surat Pengantar Ke BKD + 5menit | Pengantar Ke BKD +




Nomor SOP 000.9.3.3/ %S IDK-1/2024
| Tanggal Pembuatan 1 Desember 2014
Tanggal Revisi 03 Juni 2024
Tanggal Efektif 01 Jan
Disahkan oleh Kehutanan,
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINS| KALIMANTAN TIMUR ko Jstanto] S.P., M.Si
*'“?1' 00031003
SEKRETARIAT Nama SOP Pembuatan m@@gﬁim CF'NS ke PNS
SUB BAGIAN UMUM X
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Undang-Undang RI No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1974 Tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian

3. PP No 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS

4, Perka BKN Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PNS

1. Kemampuan mengetik dengan aplikasi Microsoft Word
2. Mengetahui peraturan tentang kepegawaian

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. SOP Surat Masuk 1. ATK

2. SOP Surat Keluar 2. Komputer dengan aplikasi Microsoft Word
3, Printer

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Apabila pembuatan usulan pengangkatan CPNS ke PNS terlambat, maka akan mengakibatkan CPNS tidak bisa diangkat
menjadi PNS.

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur Kabid/Ka , pengelola Kepala Keterangan
UPTD Sekretaris | Kasubag Kepézawsiah t Divas Kelengkapan Waktu Output
' . Disposisi .Surat * |sop il
1 |Mengajukan Usulan kepada Kepala Dinas Q Surat Pengantar | 5 menit Lampiran CPNS
Dokumen
’ it Disposisi Surat +
2 Memberikan disposisi kepada Kasubbag untuk memproses Disposisi Surat 5 menit Lamplran
usulan pengangkatan CPNS ke PNS. Masuk Dokumen
" - Disposisi Surat +
Melakukan verifikasi dan validasi, kemudian memerintahkan I-:L—' Disposisi Surat 20 menit Iiampiran
8 Staf membuat surat pengantar untuk diteruskan ke BKD. Masuk Dokumen
Draft Surat
Membuat surat pengantar usulan pengangkatan CPNS ke PNS H
| 459 ., | Pengantar Ke BKD
4 |kemudian mengajukannya kepada Kasubbag untuk y Surat Usulam | 20 menit + Lampiran
mendapatkan persetujuan. Tl
Tida 3 Paraf Draft Surat
Mengoreksi surat pengantar usulan pengangkf;\tan C.PNS _ke e | Pengantar Ke BKD
5 |PNS. Jika setuju, membubuhkan paraf persetujuan. Jika tidak, a Surat Usulam | 5 menit + Lampiran
mengembalikan kepada Staf untuk diperbaiki. Delurisn
) Ya Ya Paraf Draft Surat
Mengoreksi surat pengantar usulan pengangk:‘atan C.PNS -ke /> Paraf Draft Surat _ | Pengantar Ke BKD
6 |PNS. Jika setuju, membubuhkan parafperstemjuar}. .jlka tidak, \ Pengantar 5 menit +Lamiiven
mengembalikan kepada Kasubbag untuk diperbaiki. Dokumen
Tidak Y Surat Pengantar
Mengoreksi surat pengantar usulan pengangl‘catal:l CPNS ke P Paraf Draft Surat . ‘ Ke BKD +
7 |PNS. Jika setuju, memberikan tanda tangan. ]lll<i{ tidak, Pengantar menit Lampiran
mengembalikan kepada Kabag untuk diperbaiki. ——— Dokumen
Ya Surat Pengantar
Memerintahkan Kasubbag untuk memroses surat usulan . Ke BKD +
8 |pengangkatan CPNS ke PNS yang telah ditandatangani Kepala Surat Pengantar | 5 menit Lampivan
Dinas Dokumen
¥ Penomoran Surat
9 Meminta staf Subbag Umum untuk memberikan nomor surat ( ) Surat Pengantar 5 menit Pengantar Ke BKD

usulan pengangkatan CPNS ke PNS dan mengirimkan ke BKD.

Ke BKD

+ Lampiran

Dokumen




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SEKRETARIAT

Nomor SOP 000.9.3.3/3¢-14/DK-1/2024

Tanggal Pembuatan 1 Desember 2014

Tanggal Revisi 03 Juni 2024

Tanggal Efekif

Disahkan oleh

Nama SOP

SUB BAGIAN UMUM

|Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang RI No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

2. Undang-Undang RI No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian

3. PP No 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan PNS Jo PP 11 Tahun 2002

1. Kemampuan mengetk dengan aplikasi Microsoft Word
2. Mampu menghitung tentang masa kerja Pegawai

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. SOP Surat Masuk 1. Kertas

2. SOP Surat Keluar 2. Komputer dengan aplkasi Microsoft Word
3. Printer

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Apabila pembuatan usulan peninjauan masa kerja terlambat, maka masa kerja PNS yang mengusulkan tidak bisa disesuaikan
dengan kondisi yang sebenamya.

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur Kabid/Ka | pengelola | Kepala . Keterangan
UPTD Sekretaris | Kasubag kepegawaian | _Dinas Kelengkapan Waktu Qutput
Dokumen: Surat Pengantar,
Karpeg, SK Honor, SK CPNS, .
Disposisi Surat + Lampiran
1 |Mengajukan Usulan kepada Kepala Dinas CD SKPNS, S_K Terakhir, DP3, | 5 menit Dokumen SOP Usulan PMK
SPMT, ljazah Terakhir
Riwayat Hidup, dll
Dokumen: Surat Pengantar,
Karpeg, SK Honor, SK CPNS, Di isi'S i
2 Memberikan disposis.i kepada Subbag untuk memproses usulan - SK PNS, SK Terakhir, DP3, | 5 menit lSPOSlSID Ui:'at + Lampiran
Peninjauan Masa Kerja (PMK). SPMT, ljazah Terakhir CRIES
Riwayat Hidup, dll
Menerima usulan Peninjauan Masa Kerja (PMK) dan melakukan L| Disposisi Surat + Lampiran Disposisi Surat + Lampiran
3 |verifikasi dan validasi, kemudian memerintahkan Staf membuat Bokiimiss 20 menit Delodien
pengantar untuk diteruskan ke BKD.
Membuat usulan Peninjauan Masa Kerja (PMK) kemudian e Disposisi Surat + Lampiran Draft Surat Pengantar Ke
4 |mengajukannya kepada Kasubbag untuk mendapatkan H Dokumen BKD + Lampiran Dokumen
persetujuan. ‘
Mengoreksi. Jika setuju, memberlk‘an paraf persetujuan pada - Draft Surat Pengantar Ke . Paraf Draft Surat Pengantar
5 |surat usulan Peninjauan Masa Kerja (PMK). jl.ka tidak, \ BKD + Lampiran Dokumen 5 menit Ke BKD + Lampiran
mengembalikan kepada Staf untuk diperbaiki. Dokumen
Mengoreksl.Jika setuju, memberikan paraf persetujuan pada X Paraf Draft Surat Pengantar Paraf Draft Surat Pengantar
6 |surat usulan Peninjauan Masa Kerja (PMK). Jika tidak, <r Ke BKD + Lampiran 5 menit Ke BKD + Lampiran
mengembalikan kepada Kasubbag untuk diperbaiki. Dokumen Dokumen
Mengoreksi surat usulan Peninjauan Masa Kerja (PMK). ]ika. Paraf Draft Surat Pengantar . b s i
7 [setuiu. memberikan tanda tangan dan menyerahkaq kembali Ke BKD + Lampiran Emirit U"Et engantar Ke +
kepada Sekretaris untuk diproses lebih Ian]ut]ikéll tltdak, Dokumen ampiran Dokumen
mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbalki. L
Memerintahkan Kasubbag untuk memproses surat usulan | i Surat Pengantar Ke BKD + : . Surat Pengantar Ke BKD +
8 [Peninjauan Masa Kerja (PMK) yang telah ditandatangani Lampiran Dokumen - Lampiran Dokumen
Kepala Dinas.
Penomoran Surat Pengantar
Meminta staf Subbag Umum untuk memberikan nomor surat Surat Pengantar Ke BKD + 5 menit Ke BKD + Lampiragn
% lusulan Peninjauan Masa Kerja (PMK) dan mengirimkan ke BKD. Lampiran Dokumen Dokumen




Nomor SOP 000.9.3.3/ %48 /DK-1/2024
Tanggal Pembuatan 1 Desember 2014
Tanggal Revigi 03 Juni 2024=———"
Tanggal Efektif 01 Jap@am3be AN
Disahkan oleh K " ehutanan,
\\;-5 A
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SEKRETARIAT Nama SOP
SUB BAGIAN UMUM \

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang RI No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
2. Undang-Undang RI No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian
3. PP no 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan TandaSatya Lancana Karya Satya

1. Kemampuan mengetk dengan aplikasi Microsoft Word
2. Mampu menghitung masa kerja

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1, SOP Surat Masuk 1. Kertas
2. SOP Surat Keluar 2. Komputer dengan aplikasi Microsoft Word
3. Printer
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Apabila pembuatan usulan Satya Lencana Karya Satya terlambat, maka penghargaan Satya Lencana Karya Satya tidak dapat
diberikan kepada PNS yang seharusnya menerima.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




mengirimkan ke BKD.

+ Lampiran Dokumen

Lampiran Dokumen

Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur Kabid/ Ka g Pengelola Kepala Keterangan
UPTD Sekretaris | Kasubag Kepegawaian | Dinas Kelengkapan Waktu Output
Dokumen: Surat
. Kepala Di Pengantar, Karpeg, SK 5 menit Disposisi Surat + SOP Usulan
1 |Mengajukan Usulan kepada Kepala Dinas CPNS, SK PNS, SK Pangkat Lampiran Dokumen [SLKS
terakhir, dll
LI Dokumen: Surat
Memberikan disposisi kepada Kasubbag untuk E_] Pengantar, Karpeg, SK 5 menit Disposisi Surat +
. memproses usulan Satya Lencana Karya Satya. CPNS, SK PNS, SK Pangkat Lampiran Dokumen
terakhir, dll N -
Meiaku.kan verifikasi dan validasi, kemudian " EH Disposisi Surat + 20 menit Disposisi Surat +
3 |memerintahkan Staf membuat surat pengantar un Lampiran Dokumen en Lampiran Dokumen
I, diteruskan ke BKD.
Membuat sur_at penganFar usulan Satya Lencana Karya H Disposisi Surat + . Draft Surat Peng?ntar Ke
4 |Satya kemudian mengg]ukannya kepada Kasubbag untuk lﬂ Lampiran Dokumen 10 menit BKD + Lampiran
mendapatkan persetujuan. A o Dokumen
3
Mengoreksi surat pengantar usulan Satya Lencana Karya Ya < Draft Surat Pengantar Ke Paraf Draft Surat
5 |Satya. Jika setuju, membubuhkan paraf persetujuan. Jika Midak BKD + Lampiran 5 menit Pengantar Ke BKD +
tidak, mengembalikan kepada Staf untuk diperbaiki. Dokumen Lampiran Dokumen
5 5 — . SRRV S— S
MengoreKsi surat pengantar usulan Satya Lencana Karya L Paraf Draft Surat Paraf Draft Surat
6 |Satya. Jika setuju, membubuhkan paraf persetujuan. Jika Fidak Ya Pengantar Ke BKD + 5 menit Pengantar Ke BKD +
tidak, mengembalikan kepada Kasubbag untuk diperbaiki. Lampiran Dokumen Lampiran Dokumen
Mengoreksi surat pengantar usulan Satya Lencana Karya 3 Paraf Draft Surat S tar Ke BKD
7 |Satya. Jika setuju, membubuhkan tanda tangan. Jika tidak, - < Pengantar Ke BKD + 5 menit | """ Per'lgan ki
4 : . Tidak . + Lampiran Dokumen
mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki. Lampiran Dokumen
Memerintahkan Kasubbag untuk me}rr;f)sesdsurat ust‘llan % Ya Surat Pengantar Ke BKD 5 menit Surat Pengantar Ke BKD
8 |Satya Lencana Karya Satya yang telah ditandatangani + Lampiran Dokumen + Lampiran Dokumen
___|Kepala Dinas. _ _ o 4 : o
KaSubbag Umum memerintahkan staf untuk memberikan (b Surat Pengantar Ke BKD . Penomoran Surat
9 [nomor surat usulan Satya Lencana Karya Satya dan 5 menit Pengantar Ke BKD +




Nomor SOP 000.9.3.3/ 3% }yDK-1/2024

Tanggal Pembuatan 1 Desember 2014
Tanggal Revisi 03 Juni 2024
Tanggal Efektif 01 Januari 2025
Disahkan oleh

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SEKRETARIAT
Nama SOP
SUB BAGIAN UMUM
|Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1. Peraturan Gubemnur Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja 1. Mampu menelaah Surat
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2. Menguasai sistem kearsipan
2 Peraturan Gubemur Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1 ATK
2 Printer
3. Komputer
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Apabila surat masuk tidak cepat disampaikan maka pekerjaan tidak terlaksana dengan baik - Disimpan sebagai data elektronik & manual




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Peng Adm Kasub bag Waktu Ket.
Porencatin Ka. Dinas | Sekretaris e Kelengkapan (Menit) Output
Menerirrfa surat masulf, meyqatat &. Surat masuk Buku Agenda, . . Surat masuk yg sdh SOP Surat
1 |[memberikan lembar disposisi selanjutnya . . 5 Menit diagendakan dan lembar
i ; lembar disposisi . - Masuk
diserahkan ke Kepala Dinas disposisi
Surat masuk yg sdh ,
& . . t f
2 |membaca, memaraf dan memberi tanggal diagendakan dan lembar | 5 Menit SKiFat masUK yg sc.1h dl['Ja.ra
. - pada lembar disposisi
disposisi
Surat dan Lembar disposisi
3 Menelaah / mendisposisi surat sesuai | Ll surat masuk yg sdh diparaf 10 Menit |Y2"8 telah ditelaah sekretaris
bidangnya. pada lembar disposisi utk ditujukan sesuai
bidangnya
N Surat dan Lembar disposisi
mendistribusikan surat sesuai dengan yang telah ditelaah sekretaris .. | Suratyang telah di disposisi
4 . —_ ; 20 Menit ;
tupoksinya utk ditujukan sesuai kepala Dinas
bidangnya
Surat tel i di isi idi isi
5 |Mendistribusikan surat sesuai bidangnya. D( urat yang telah di disposisi Surat yg sdh didisposisi

kepala Dinas

5 Menit

sesuai bidangnya.




Nomor SOP 000.9.3.3!9{4@!(—”2024
Tanggal Pembuatan 1 Desember 2014
Tanggal Revisi 03 Juni 2024
Tanggal Efektif 01 Januari 2025 2=, 1 oo
Disahkan oleh ‘kepala Dinas
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SEKRETARIAT Nama SOP Penanganan Surat Kelu
SUB BAGIAN UMUM \
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1. Undang-undang RI No. 8 Tahun 1974 1. Kemampuan mengetik dengan aplikasi Microsoft Word

2 Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsidan Tata | 2. Mengetahui hirarki struktur organisasi
Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

3 Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Naskah Dinas Di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1 SOP Surat Masuk 1. ATK
2. Komputer dengan aplikasi Microsofft Word
3. Printer
4. Buku Agenda, Ekspedisi

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Apabila surat keluar tidak cepat diselesaikan maka akan mempengaruhi tugas yang lain - Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Kepala Sub ; § Ket.
U L
Bagian Umum Sekretaris | Ka Dinas Pengad.Umum Pengad.Surat | Kelengkapan Waktu Output
1. |Membuat Draft surat keluar Draft 5 menit Draft SOP Surat
Keluar
2. Mengoreksi dan verifikasi surat l:_ Draft 15 menit -
keluar !
3. |Menandatangani surat keluar | Surat 10 menit _Surat yang
‘ ditandatangani
Surat yang
4. |Memberi nomor dan stempel .Surat Yang | 5menit |ditandatangani+
ditandatangani
nomor
Mencatat kedalam buku ekspidisi 3 Surat yang Surat sia
5. |selanjutnya mendistribusikan surat ditandatangani | 5 menit udriki:m P
tersebut sesuai tempat tujuan + Nomor




Nomor SOP 000.9.3.3/ BHO/DK-1/2024
Tanggal Pembuatan 1 Desember 2014
Tanggal Revisi 03 Juni 2024
Tanggal Efekdif 01 Januar 2025 ==
Disahkan oleh Snalé
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SEKRETARIAT Nama SOP Permohonan
SUB BAGIAN UMUM \
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. Undang-undang RINo. 8 Tahun 1974
2. Peraturan Gubemur Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Udang-undang RI No.8 Tahun
1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

3. Peraturan Gubemur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang opetunjuk pelaksanaan

1. Kemampuan mengetik dengan aplikasi Microsoft Word

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1, SOP Surat Masuk 1. Kertas

2. SOP Surat Keluar 2. Komputer dengan Aplikasi Microsoft Word
3. Printer

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Apabila belum ditertibkan Surat Tugas maka pegawai tersebut belum bisa melaksanakan tugas

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Pengelola : Pengadm Waktu Ket.
Ka.D
Sekretaris | Kasubag T sy rsaatan Kelengkapan (Menit) Qutput
Menerima usulan/permohonan surat tugas SOP
1 |(Ka.UPTD Wil.Smd,Kabid) dan memberi Surat/ Nota Dinas | 5 Menit Disposisi + ND Permohonan
disposisi untuk diproses SPT
2 |Memberi disposisi untuk diproses | I— Disposisi + ND 5 Menit Disposisi + ND
3 |Mengetik surat tugas sesuai disposisi Ya ‘:j Surat Tugas 10 Menit Surat Tugas
4 Mengoreksi Sl‘,l rat tugas dan membubuhkan Ya . Surat Tugas 5 Menit Surat Tugas yang
paraf persetujuan Tidak diparaf
5 Mengorksi su.rat tugas dan membubuhkan Tidak Surat Tugas yang 5 Menit Surat Tugas yang
paraf persetujuan diparaf diparaf
6 Mengoreksi surat tugas dan é Surat Tugas yang S Menit Surat Tugas yang
" |menandatanganinya untuk proses selanjutnya diparaf ditandatangani
Surat Tugas yang
7. |Memberikan nomor dan stempel | I Su-rat g Yang | 5 Menit ditandatangani +
ditandatangani
Nomor
Menerima, mendokumentasikan Surat Tugas Surat Tugas yang
, ) . , Surat Tugas untuk
8 |dan menyerahkan kepada pegawai yang ditandatangani + 5 Menit i
Nomor diserahkan

bersangkutan




Nomor SOP 000.9.3.3/ 3681/DK-1/2024
Tanggal Pembuatan 1 Desember 2014
Tanggal Revisi 03 Juni 2024
Tanggal Efekif 01 Januari 2025 ===
Disahkan oleh A pele-Dirtas Kehutanan,
I i
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR - NS
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 3\ , Nogoke lstanto| S.P. M.Si.
FNAuR J87808072000031003
MaANTP 4
SEKRETARIAT Nama SOP Penanganan Pengaduan
SUB BAGIAN UMUM

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-undang RI No. 8 Tahun 1974
2. Peraturan Gubemur Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.8 Tahun
1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

1. Kemampuan mengetik dengan aplikasi Microsoft Word

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. SOP Surat Masuk 1. Kertas

2. SOP Surat Keluar 2. Komputer dengan Aplikasi Microsoft Word
3. Printer

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Apabila belum ditertibkan Surat Tugas maka pegawai tersebut belum bisa melaksanakan tugas

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Kasubag ; : 3 : Waktu Ket.
Pemohon e Kabid Kasi Sekretaris | Kadis | Kelengkapan (Menit) Output
Memasukkan surat pengaduan ke Bagian Tata Surat SUF Fenangania
1 Bk P d - - Pengaduan
SR Masyarakat
2 Menerima dan memasukan surat pengaduan ?j Agenda surat E " Surat
ke surat masuk dan mengajukan ke Kadis masuk et Pengaduan
Memberikan disposisi kepada Sekretaris Surat . Lembar
3 : g : 5 menit . e
sesuai dengan jenis / bidang aduan Pengaduan disposisi
Menerima disposisi dari Kadis dan
4 mendisposisikan surat pengaduan kepada Lembar 10 Menit Lembar
Kepala Bidang sesuai dengan jenis/ bidang disposisi ent disposisi
aduan '
Menerima disposisi dari Sekretaris dan . Ij—] Lembar ' LambiE
5. |menelaah surat pengaduan dan memberikan ; y 10 Menit - .
. o i disposisi disposisi
disposisi ke Kasi
Menelaah permasalahan pengaduan yang ada ;
; ) o Solusi
dan mencari solusi permsalahan, bila di ( , Pedoman .
6. o i ) 30 Menit Pemecahan
perlukan pengecekan lapangan maka ditunjuk Teknis Masalik

petugas lapangan




Nomor SOP 000.9.3.3/ 34 ¥ADK-1/2024

Tanggal Pembuatan 1 Desember 2014

Tanggal Revisi 03 Juni 2024

Tanggal Efektif 01 Januari 2025

Disahkan oleh
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SEKRETARIAT Nama SOP
SUB BAGIAN UMUM

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang RI No.8 Tahun 1974

2. Undang-Undang RI No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1974
Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

1. Kemampuan mengetik dengan aplikasi Microsoft Word dan Excel
2. Mengetahui peraturan tentang kepegawaian

n Perka BKN No. 23 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Perka BKN No. 16 Tahun 2013 Tentang
Pemberian Seri, Kode dan Nomor Kartu Pegawai PNS, Karis PNS dan Kartu Suami PNS
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Surat Masuk 1. ATK
2. SOP Surat Keluar 2. Komputer dengan aplikasi Microsoft Word
3. Printer
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Apabila pembuatan usulan Karis/Karsu terlambat, maka PNS yang mengusulkan belum bisa mendapatkan
Karis/Karsu.

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Kabid/Ka : pengelola i Ket.
UPTD Sekretaris | Kasubbag Benegaivaisl Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Kelengkapan usulan Kelengkapan usulan et
1. |Mengajukan Usulan kepada Kepala Dinas R 5 menit 8 . P Pembuatan
Karpeg Karis/Karsu
Karpeg
i i isi bb tuk | }
2 Memberikan disposisi kepada Kasubbag un Kelengkapan usulan 5 menit Disposisi
memproses usulan Karpeg Karpeg
Mengecek terkait ususlan Karpeg, kemudian [j} Disposisi
3 |memerintahkan pengad m kepegawaian membuat Disposisi 20 menit | kelengkapan usulan
pengantar untuk diteruskan ke BKD. Karis/Karsu
4 |Membuat surat pengantar usulan Karpe {J l Disposisi Kelengkapan 15 menit SFREUSIAT
PElg Pk Usulan karpeg Karis/Karsu
\
Mengoreksi surat pengantar usulan Karpeg dan l_j . surat usulan yang
g membubuhkan paraf persetujuan. Surat Usulan Karpeg S telah diparaf
Mengeireksl sirat pengantar u sulan Kar_peg dan L| surat usulan yang telah ; surat usulan yang
6 [membubuhkan paraf persetujuan. Selanjutnya divaraf 5 menit telah diparaf
diserahkan ke Kepala Dinas P p
: Surat usulan
d balikan k
7 s ] [™™ st s mon | o arsaang
peng peg P ditanda taneani
Memberikan nomor dan mengirim usulan tersebut ke Suraclsiinn Eapay ; Sifrat L-ISUIZ.iI'I yang
8 " yang telah 5 menit | telah diberi nomor
BKD untuk proses selanjutnya. ; ; ST
ditandatangani dan dikirim ke BKD




Nomor SOP 000.9.3.3/ HlkedDK-1/2024
Tanggal Pembuatan 1 Desember 2014
Tanggal Revisi 03 Juni 2024

Tanggal Efektif

Disahkan oleh
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR { W &
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR &4%goko istant }
Perhiegaenn Bfgteny hformasi Perencanaan
SEKRETARIAT d
- - Nama SOP Pem .\m .-\h /

SUB BAGIAN PERANCANAAN DAN PROGRAM
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1. Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan| 1 Memahami struklur organisasi Pemprov.Kaltim

Keuangan Daerah;

2 Memahami konsep dasar sistem operasi komputer.

2 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 tahun 2016 tentang Organisasi dan tata kerja dinas daerah Prov Kaltim 3 Memahami Perencanaan Anggaran
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 69 tahun 2016 tentang penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan| 4  Memahami Alur SIMDA
Provinsi Kalimantan Timur
4. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 51 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 935/3986/DK-1/2014 tentang Penetapan Rencana
Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
Renja 1. ATK
Penjelasan : 2. Komputer/Laptop
Keterkaitan SIPPD dengan Renja 3. Printer
adalah bahwa Penyusunan SIPPD berpedoman pada dokumen Renja
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Perlu adanya Koordinasi dengan seluruh bidang-bidang terkait dan UPTD lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Dicatat dan disimpan sebagai data manual dan elektronik




Pelaksana Mutu Baku
o Kegiatan Kssubag Analis Evaluasi, Ket.
Sekretaris e Perencanaan dan Kelengkapan Waktu Output
Program

1 |Menugaskan Kabag Renram untuk melakukan Entry SIPPD Q Disposisi 15 menit Disposisi SOP Pemrosesan SIPPD
5 Menugaskan Analis Perencanaan untuk mengumpulkan data & Di o , o

sebagal bahan Entry SIPPD isposisi 15 menit Disposisi

N

Melakukan pengumpulan data dan melakukan Entry data ,]-'_5 . )
3 |pada SIPPD dan disampaikan ke kasubbag renram untuk di Data anggaran 1269 Diptausesiiess] erri

K . Menit SIPPD

oreksi

Melakukan koreksi hasil entry SIPPD jika sesuai diberikan \: Dok hasil . . .
4 |paraf dan diteruskan ke sekretaris, jika tidak sesuai -~ ° um:lnppgm . 120. Dokgmen ha-s, Il entri

dikembalikan untuk diperbaiki Pt il korkssl SIPFD

Melakukan koreksi hasil entry SIPPD jika sesuai diberikan % 0 . ;
5 |paraf dan diproses lebih lanjut, jika tidak sesuai Disposisi 2 . Dokyrnan hasll entr

dikembalikan untuk diperbaiki menit SIPPD
7 |iaetakukan cetak hesil ertiy SIPPD ( ) Dokumen hasil entri 240. Dokumen hasil entri

SIPPD Menit |SIPPD yang telah diparaf




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan : Kakubig Analis Evaluasi Ket.
Sekretaris et Perencanaan dan Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Program
1 Menugaskan Kasubbag Renram untuk menyusun (Rencana 5 . . A . sop Penyusu-nan
* |Kerja dan Anggaran) RKA isposisi Surat 10 menit Disposisi Surat  |Rencana Kerja
Anggaran
Menugaskan Analis Perencanaan dan Penelaahan Data
2 |untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan Disposisi Surat 10 menit Disposisi Surat
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
Melakukan Pengumpulan Data terkait dengan Kegiatan dan : . . Permintaan
3 = Disposisi 300 menit
Anggaran dari Bidang dan UPTD pengumpulan data
& Bidang dan UPTD menyerahkan Rencana Kegiatan ke . p 840 . D?ta Re;t;ana
Kasubbag Renram untuk diproses lebih lanjut. Eermilrinalty menit | Kegiatan Bidang /
Uptd
Menugaskan Analis Perencanaan dan Pelaporan untuk Disposisi & Data Disposisi & Data
5 |menyusun Rencana Kerja dan Anggaran berdasarkan Hasil Rencana Kegiatan | 15menit | Rencana Kegiatan
Pengumpulan data dari Bidang dan UPTD Bidang / Uptd Bidang / Uptd
Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran berdasarkan Hasil 3 Disposisi & Data D R Keri
6 |Pengumpulan data dari Bidang dan UPTD dan disampaikan —>| Rencana Kegiatan | 420 menit raf; encana Kerja
Kasubbag Renram Bidang / Uptd Anggaran
Melakukan Koreksi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), jika - Draft ) o )
7 |sesuai diberi paraf dan disampaikan kepada Sekretaris jika = &RAencana Kerja 120 menit o &Rencana Kerja
tidak sesuai dikembalikan untuk diperbaiki. nggaran Anggaran
Melakukan Koreksi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), jika )
s ; . P Draft Rencana Kerja . Rencana Kerja &
& |sesuai diberi paraf dan disampaikan kepada Kepala Dinas & 120 menit
jika tidak sesuai dikembalikan untuk diperbaiki. Anggaran Auaggatan
Melakukan Koreksi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), jika R - —
9 |sesuai ditandatangani jika tidak sesuai dikembalikan untuk encath KarR 120 menit Rencana Kerja
; i i Anggaran Anggaran
diperbaiki.
Memproses lebih lanjut Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) ) .
. ; Rencana Kerja & ) Rencana Kerja &
10 |yang telah disusun dan menugaskan Analis Perencanaan A 15 menit A
dan Pelaporan untuk diproses lebih lanjut. nggaran nggaran
Menyiapkan Dokumen RKA untuk di asistensi ke TAPD dan Rencana Kerja & Rencana Kerja &
11 15 menit

diarsipkan

Anggaran

Anggaran




PEMERINTAH PROVINS| KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SEKRETARIAT

Nomor SOP

000.9.3.3/

IDK-112024

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi

1 Desember 2014

03 Juni 2024

Tanggal Efektif
Disahkan oleh

01 Januari 2025

Nama SOP

SUB BAGIAN PERANCANAAN DAN PROGRAM

Kehutanan,

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1.

Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

1

Memahami struktur organisasi Pemprov.Kaltim

Daerah; 2 Memazhami konsep dasar sistem operasi komputer.
2 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 03 tahun 2016 tentang Organisasi dan tata kerja dinas daerah Prov Kaltim 3 Memszhami Perencanaan Anggaran
3.  Peraturan Gubemur Kalimantan Timur Nomor 69 tahun 2016 tentang penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi 4 Memahami Alur SIMDA
KalimantanTimur
4. Peraturan Gubemur Kalimantan Timur Nomor 51 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur
5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 935/3986/DK-1/2014 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
Renstra, RKPD, Renja 1. ATK
Penjelasan : 2. Komputer/Laptop
Keterkaitan SOP Penyusunan RKA dengan RENJA, RKPD 3. Printer
adalah bahwa Penyusunan RKA mengacu kepada Renstra, RENJA, RKPD
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Perlu adanya Koordinasi dengan seluruh bidang-bidang terkait dan UPTD lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan

Dicatat dan disimpan sebagai data manual dan elektronik




Pelaksana Mutu Baku
i Analis Evaluasi
i ferat Sekretaris Fesubag Perencanaan da’n Pding Repsia Kelengk Ket
Renram dan UPTD| Dinas Clengkapan | Wektu Output
Program
Menugaskan Kasubbag Renram untuk menyusun (Rencana Kerja L ) SOP Penyusunan
1. dan Anggaran) RKA Perubahan Disposisi Surat | 10 menit | Disposisi Surat |Rencana Kerja
Anggaran Perubahan
Menugaskan Analis Perencanaan dan Penelaahan Data untuk
2 |mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Disposisi Surat | 10 menit | Disposisi Surat
dan Anggaran (RKA) Perubahan
‘ -
3 Melakukan Pengumpulan Data terkait dengan Kegiatan dan . . ' Permintaan
Anggaran yang mengalami perubahan dari Bidang dan UPTD Disposisi 300 menit| pengumpulan
data
p Bidang dan UPTD menyerahkan Rencana Kegiatan Perubahan ke . . Dé_‘ta Ren.cana
Kasubbag Renram untuk diproses lebih lanjut. Permintaan data |840 menit| Kegiatan Bidang /
Uptd
Menugaskan Analis Perencanaan dan Pelaporan untuk menyusun Disposisi & Data Disposisi & Data
5 |Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan berdasarkan Hasil Rencana Kegiatan | 15 menit | Rencana Kegiatan
Pengumpulan data dari Bidang dan UPTD Bidang / Uptd Bidang / Uptd
Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan berdasarkan j___l Disposisi & Data
6 |Hasil Pengumpulan data dari Bidang dan UPTD dan disampaikan 'H Rencana Kegiatan |420 menit Dr_'aft Rencana
Kasubbag Renram Bidang / Uptd Kerja & Anggaran
Melakukan Koreksi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) \4
7 |Perubahan, jika sesuai diberi paraf dan disampaikan kepada Drtaft i 120 menit Dfaft BeanaN
Sekretaris jika tidak sesuai dikembalikan untuk diperbaiki. Kerja & Anggaran Kerja & Anggaran
Melakukan Koreksi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) )
8 |Perubahan, jika sesuai diberi paraf dan disampaikan kepada anaft Rencana 120 menit Rencana Kerja &
Kepala Dinas jika tidak sesuai dikembalikan untuk diperbaiki. Kerja & Anggaran Anggaran
Melakukan Koreksi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) _
9 |Perubahan, jika sesuai ditandatangani jika tidak sesuai Rencana Kerja & 120 menit Rencana Kerja &
dikembalikan untuk diperbaiki. Anggaran Anggaran
Memproses lebih lanjut Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) E{j ' .
10 |Perubahan yang telah disusun dan menugaskan Analis Rencana Kerja & 15 menit Rancana Kerje &
Perencanaan dan Pelaporan untuk diproses lebih lanjut. Anggaran Anggaran
1 Menyiapkan Dokumen RKA Perubahan untuk di asistensi ke TAPD é Rencana Kerja & Rencana Kerja &
15 menit

dan diarsipkan

Anggaran

Anggaran




Nomor SOP 000.9.3.3/ B4 IDK-1/2024
Tanggal Pembuatan 1 Desember 2014
Tanggal Revisi 03 Juni 2024
Tanggal Efektif 01 Januari 2025
Disahkan oleh s Kehutanan,
(#] b))
& \&
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 5 o
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR g 0 |dtAnt ? M.Si.
31003 .
SEKRETARIAT Nama SOP S aan Anggaran (DPA)
K
SUB BAGIAN PERANCANAAN DAN PROGRAM MANT

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1. Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 1 Memahami struktur organisasi Pemprov.Kaltim
Daerah; 2 Memahami konsep dasar sistem operasi komputer.
9 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 tahun 2016 tentang Organisasi dan tata kerja dinas daerah Prov Kaltim 3 Memahami Perencanaan Anggaran
3. Peraturan Gubemnur Kalimantan Timur Nomor 69 tahun 2016 tentang penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi 4 Memahami Alur SIMDA
KalimantanTimur
4. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 51 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur
5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 935/3986/DK-1/2014 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
Renja, RKPD 1. ATK
Penjelasan : 2. Komputer/Laptop
Keterkaitan SOP Penyusunan DPA dengan RENJA, RKPD 3. Printer
adalah bahwa Penyusunan DPA mengacu kepada RENJA, RKPD
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Perlu adanya Koordinasi dengan seluruh bidang-bidang terkait dan UPTD lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Dicatat dan disimpan sebagai data manual dan elektronik




No

Kegiatan

10

11

Menugaskan Analis Perencanaan dan Pelaporan
untuk menyiapkan Dokumen DPA yang akan di Sah
kan oleh Tim TAPD

Menyiapkan Dokumen DPA yang akan
ditandatangani Kepala Dinas dan Tim TAPD
Memberikan paraf Dokumen DPA untuk
ditandatangai oleh Kepala Dinas

Menandatangani Dokumen DPA untuk diproses lebih
lanjut

Menandatangani Dokumen DPA dan diteruskan ke
Sekretaris Daerah untuk ditandatangani / disahkan

Menandatangani / Mensahkan Dokumen DPA dan
dikembalikan Dinas Kehutanan untuk diproses lebih
lanjut

Menugaskan Sekretaris untuk di proses lebih lanjut

Menugaskan Kasubbag Renram untuk diproses lebih
lanjut

Menugaskan Analis Perencanaan dan Pelaporan
untuk menggandakan dan mendistribusikan pada
Bidang dan UPTD serta diarsipkan.

Dokumen DPA digandakan, didistribusikan dan
diarsipkan

Mendistribusikan Dokumen DPA ke masing masing
bidang dan uptd

Pelaksana Mutu Baku
Analis
Kasubag Evaluasi Kepala Tim | Sekretaris | Bidang / UPTD Ket.
Sekretaris -
Renram | Perencanaan Dinas | TAPD Daerah | Lingkup Dishut Helohghapan el i
dan Program
SOP Penyusunan
Disposisi 15 Menit Disposisi Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran (DPA)
E Dokumen DPA | 60 Menit Dolimen BFA
H sebelum Paraf
| Dokumen DPA . Dokumen DPA
15M
| sebelum Paraf o setelah Paraf
Dokumen DPA . Dokt OFA
15 Menit setelah
setelah Paraf
Tandatangan
Dokumen DPA
Dokumen DPA | 420 menit setelah
Tandatangan
Dokumen DPA
Dokumen DPA | 420 menit setelah
Tandatangan
| Dokumen DPA Dokumen DPA
setelah 15 menit setelah
Tandatangan Tandatangan
Dok DP
osamen. DRA ) Disposisi & Dok
setelah 15 menit
DPA
Tandatangan
Di . . : g
isposisi & Dok R, Disposisi & Dok
DPA DPA
Di isi & D
E isposisi & Dok o — Dokumen DPA

DPA

Dokumen DPA

telah digandakan

420 menit

telah digandakan

Tandaterima




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SEKRETARIAT

Nomor SOP 000.9.3.3/3&LaDK-112024
Tanggal Pembuatan 1 Desember 2014
Tanggal Revisi 03 Juni 2024
Tanggal Efekif 01 Januari 2026———oo_
Disahkan oleh PRapal e ina
N Si
iR-19750807p000031003
"{f hb. 83 3
Nama SOP € 1,’/ naan Anggaran (DPA)

SUB BAGIAN PERANCANAAN DAN PROGRAM

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;
2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 tahun 2016 tentang Organisasi dan tata kerja dinas daerah Prov Kaltim

3. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 69 tahun 2016 tentang penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan

Provinsi KalimantanTimur
4. Peraturan Gubemnur Kalimantan Timur Nomor 51 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 935/3986/DK-1/2014 tentang Penetapan Rencana Strategis

(Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

1 Memahami struktur organisasi Pemprov.Kaltim

2 Memahami konsep dasar sistem operasi komputer.
3 Memahami Perencanaan Anggaran

4 Memahami Alur SIMDA

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
Renja, RKPD 1. ATK
Penjelasan : 2. Komputer/Laptop
Keterkaitan SOP Penyusunan Revisi DPA dengan RENJA, RKPD 3. Printer
adalah bahwa Penyusunan Revisi DPA mengacu kepada RENJA, RKPD
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Perlu adanya Koordinasi dengan seluruh bidang-bidang terkait dan UPTD lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Dicatat dan disimpan sebagai data manual dan elektronik




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Kasiiba Analis Evaluasi, Ket.
4 Bidang
Sekretaris Perencanan dan Kepala Dinas Kelengkaj Ou
Renram dan UPTD i gropan ot i
Program
Menugaskan Kasubbag Renram untuk menyusun (Rencana Kerja dan . L . | SOP Pempusunan Revis
1. Disposisi Surat 10 menit Disposisi Surat Dokumen Pelaksanaan
Anggaran) DPA Perubahan
Anggaran Perubahan
Menugaskan Analis Perencanaan dan Penelaahan Data untuk
2 |mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja dan Disposisi Surat 10 menit Disposisi Surat
Anggaran (RKA) Perubahan
Melakukan Pengumpulan Data terkait dengan Kegiatan dan Anggaran yang . . X Permintaan
3 i Disposisi 300 menit
mengalami perubahan dari Bidang dan UPTD pengumpulan data
Bidang dan UPTD menyerahkan Rencana Kegiatan Perubahan ke Kasubbag U?ta Rencana
4 Permintaan data | 840 menit| Kegiatan Bidang/
Renram untuk diproses lebih lanjut. e
Menugaskan Analis Perencanaan dan Pelaporan untuk menyusun Rencana Disposisi & Data Disposisi & Data
5 |Kerja dan Anggaran Perubahan berdasarkan Hasil Pengumpulan data dari Rencana Kegiatan 15 menit | Rencana Kegiatan
Bidang dan UPTD Bidang / Uptd Bidang / Uptd
Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan berdasarkan Hasil Disposisi & Data .
i > . .. | Draft Rencana Kerja
6 |Pengumpulan data dari Bidang dan UPTD dan disampaikan Kasubbag g Rencana Kegiatan [ 420 menit 8. Wit
Renram Bidang / Uptd -
Melakukan Koreksi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan, jika
N ) " . .a j " ( : ). ; ! y P Draft Rencana Kerja & .| Draft Rencana Kerja
7 |sesuai diberi paraf dan disampaikan kepada Sekretaris jika tidak sesuai o o 120 menit & A
dikembalikan untuk diperbaiki. ggaran nggaran
Melakukan Koreksi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan, jika Brafti Keria & . —
8 |[sesual diberi paraf dan disampaikan kepada Kepala Dinas jika tidak sesuai ra :ncana e 120 menit en:ana Rea
dikembalikan untuk diperbaiki. nggaran nggaran
Melakukan Koreksi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan, jika Rencana Kerja & ) Rencana Kerja &
9 ye - i o , - 120 menit
sesual ditandatangani jika tidak sesuai dikembalikan untuk diperbaiki. Anggarin Anggaran
Memproses lebih lanjut Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan & deria & . Karin i
10 |yang telah disusun dan menugaskan Analis Perencanaan dan Pelaporan en:ana e 15 menit en:ana ilia
NEgga
untuk diproses lebih lanjut. ggaran nggaran
11 Menyiapkan Dokumen RKA Perubahan untuk di asistensi ke TAPD dan B Rencana Kerja & —— Rencana Kerja &
i

diarsipkan

Anggaran

Anggaran




Mutu Baku

Analis Bidang /
No Kasubag Evaluasi, UPTD Kepala Ket.
A
Kegiatan Sekretaris Hentans. | Perencansan ] Uingkiin Dinas DBANG Kelengkapan Waktu Qutput
dan Program | Dishut
M kan Kasubbag Renram untuk membuat usulan Revisi
¢ e i Disposisi 15 menit Disposisi
DPA
Menugaskan Analis Perencanaan dan Pelaporan untuk
2 |mengumpulkan usulan revisi DPA dari Bidang / Uptd lingkup Disposisi 15 menit Disposisi
Dishut
3 Mengumpulkan usulan revisi kegiatan dan anggaran dari bidang; | Ll Disposisi 120 Surat permintaan usulan perubahan
bidang dan UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Prov. Kaltim RO menit rencana kegiatan dan anggaran
¥
Surat
Menyerahkan usulan revisi kegiatan dan anggaran pada KAt permitann usian 420 Usulan perubahan rencana kegiatan dan
4 perubahan rencana
Kasubbag Renram . menit anggaran
kegiatan dan anggaran
Menugaskan Analis Perencanaan dan Pelaporan untuk Usulan perubahan rencana | Usulan perubahan rencana kegiatan dan
5 : - . 30 menit
menyusun revisi DPA atas dasar usulan dari bidang / uptd kegiatan dan anggaran anggaran
6 Menyusun rencana revisi kegiatan dan anggaran beserta surat > Usulan perubahan rencana| 840 Perubahan rencana kegiatan dan
usulan dan diserahkan ke Kasubbag Renram untuk di koreksi — kegiatan dan anggaran menit anggaran untuk dikoreksi
P
Mengoreksi revisi DPA beserta surat usulan jika sesuai diberi \ < e.rubahan R Perubahan rencana kegiatan dan
7 = 5 s / kegiatan dan anggaran | 30 menit
paraf jika tidak sesuai dikembalikan untuk diperbaiki ) ] anggaran sudah di paraf
untuk dikoreksi
Mengoreksi revisi DPA beserta surat usulan jika sesuai diberi Pe?rubahan S . Perubahan rencana kegiatan dan
8 A : ; : ca kegiatan dan anggaran | 30 menit
paraf jika tidak sesuai dikembalikan untuk diperbaiki . anggaran sudah di paraf
sudah di paraf
Mengoreksi revisi DPA beserta surat usulan jika ditandatangani Perubahan rencana .
: } - Soaca i _ X Perubahan rencana kegiatan dan
9 |dan diproses lebih lanjut oleh kasubbag renram jika tidak sesuai kegiatan dan anggaran | 30 menit AR Pl s
dikembalikan untuk diperbaiki sudah di paraf %5 ¢
Perubah
10 Menugaskan Analis Perencanaan dan Pelaporan agar dokumen kt ke ?:tja: daar:] ;e:ca:;n a8 s Perubahan rencana kegiatan dan
revisi DPA dikirimkan ke Biro ADBANG € o anggaran sudah di tandatangan
sudah di tandatangan
P h
Mengirimkan usulan revisi DPA ke Biro ADBANG dan l?ruba an rencana s Perubahan rencana kegiatan dan
11 rengarsiokan kegiatan dan anggaran | 60 menit dah ditandatanaan
R sudah di tandatangan SRS ¢
Perubahan rencana
12 |Menerima usulan perubahan / revisi DPA kegiatan dan anggaran | 10 menit Usulan Perubahan DPA di terima

sudah di tandatangan




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SEKRETARIAT

Nomor SOP

000.9.3.3/ Yo% [DK-1/2024

Tanggal Pembuatan 1 Desember 2014

Tanggal Revisi 03 Juni 2024

Tanggal Efekiif 01 Januari 20

Disahkan oleh

Nama SOP

SUB BAGIAN PERANCANAAN DAN PROGRAM

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1.

Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

1 Memahami strukiur organisasi Pemprov.Kaltim
2 Memahami konsep dasar sistem operasi komputer.

2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 tahun 2016 tentang Organisasi dan tata kerja dinas daerah Prov Kaltim 3 Memahami Perencanaan Anggaran
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 69 tahun 2016 tentang penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan| 4 Memahami Alur SIMDA
Provinsi KalimantanTimur
4.  Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 51 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 935/3986/DK-1/2014 tentang Penetapan Rencana
Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
Renja, RKPD 1. ATK
Penjelasan : 2. Komputer/Laptop
Keterkaitan SOP Penyusunan DPA-P dengan RENJA, RKPD 3. Printer
adalah bahwa Penyusunan DPA-P mengacu kepada RENJA, RKPD
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Perlu adanya Koordinasi dengan seluruh bidang-bidang terkait dan UPTD lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Dicatat dan disimpan sebagai data manual dan elektronik




Mutu Baku

Bidang /
No Kegiatan Kasubag |Analis Perencanaan| UPTD Kepala Ket.
Sekretaris
Renram dan Pelaporan Lingkup Dinas Etleng iasen Waktu Output
Dishut
M askan kasubbag renram untuk menyusun DPA
1 enug g Y Q Disposisi 10 menit Disposisi
Perubahan
Menugaskan analis perencanaan dan pelaporan untuk a
2 |mengumpulkan data dari bidang / uptd terkait perubahan Disposisi 10 menit Disposisi
DPA 4
Membuat permintaan data ke bidang / uptd terkait l . . | Konsep surat / Nota
3 ; Disposisi 15 menit )
perubahan kegiatan dan anggaran pada DPA i Dinas
erubahan kegiatan dan anggaran dan K i
4 Menyusun ? rubahan keg g8 I onsep S}Jrat/ 15 menit Surat/No_ta Dinas
menyampaikan ke kasubbag renram Nota Dinas sudah di paraf
Menugaskan analis perencanaan dan pelaporan untuk ¥ -
5 |menyusun perubahan anggaran dan kegiatan terkait E_—-l Surat / Nota Dinas | 15 menit Surat / No.ta Dinas
sudah di paraf
perubahan DPA
Y *
¢ |Menyusun DPA Perubahan berdasarkan kebutuhan dari Sord iRk B S Surat /:OPTZP'"“
bidang dan uptd dan menyampaikan ke Kasubag Renram “ EheS ool suganal
tandatangani
Mengoreksi DPA Perubahan jika sudah sesuai di beri paraf jika ) 840 Surat / Nota Dinas
7 =i ; . i Surat / Nota Dinas . o
belum sesuai dikembalikan untuk diperbaiki menit diterima
8 Mengoreksi DPA Perubahan jika sudah sesuai di beri paraf jika Dokumen Usulan 1260 |hasil input Dokumen
belum sesuai dikembalikan untuk diperbaiki Anggaran Kas menit Anggaran Kas
Mengoreksi DPA Perubahan jika sudah sesuai ditandatangani hasil input 840
9 |untuk proses selanjutnya jika belum sesuai dikembalikan Dokumen i Dokumen DPA-P
3 i menit
untuk diperbaiki Anggaran Kas
k li ncanaan dan pelaporan menyiapkan e ;
10 |Menugaskan analis perenc: dan pelap yiap | DokumenDPAP | 920 Dokumen DPA-P
dokumen untuk di asistensi oleh tim TAPD menit | yang telah di paraf
i dah ditandatangani untuk di E
Mfenyla?kan dcikumen e SL.j - o . $ Dokumen DPA-P 420 Dranamert AR
11 |asistensi oleh tim TAPD sesuai jadwal yang ditentukan dan : ) yang telah di
yang telah di paraf| menit

diarsipkan

tandatangani




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SEKRETARIAT

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan 1 Desember 2014

Tanggal Revisi 03 Juni 2024
Tanggal Efekiif 01 Januarj.2025.

Disahkan oleh

|Nama SOP

SUB BAGIAN PERANCANAAN DAN PROGRAM

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1.

Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

1 Memahami struktur organisasi Pemprov.Kaltim
2 Memahami konsep Renja

2 Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 3 Memahami Perencanaan Anggaran
Daerah 4 Memahami Renstra

3 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 tahun 2016 tentang Organisasi dan tata kerja dinas daerah Prov Kaltim

4  Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 69 tahun 2016 tentang penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi
KalimantanTimur

5  Peraturan Gubemur Kalimantan Timur Nomor 51 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

6  SuratKeputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 935/3986/DK-I/2014 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
Renstra 1. ATK
Penjelasan : 2. Komputer/Laptop
Keterkaitan Renja dengan Renstra 3. Printer
adalah bahwa Penyusunan Renja (1 tahun) berpedoman pada dokumen Renstra (5 tahun)

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Perlu adanya Koordinasi dengan seluruh bidang-bidang terkait dan UPTD lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Dicatat dan disimpan sebagai data manual dan elektronik

000.9.3.3 356 IDK-1/2024




Pelaksana Mutu Baku
i Anal
No Kegiatan b Kasubag P el Eva#u:si, Kepala ’ Ket.
r Ranvam. | TEncansandan | o Bidang Kelengkapan | Waktu Output
Program
Menugaskan Kasubbag Renram melakukan penyusunan
1 RENJA PD Disposisi 15 menit Disposisi SOP Penyusunan
Rencana Kerja
Membuat konsep nota dinas / surat ke bidang-bidang / a
) UPTD untuk membuat Rencana Kerja tahun N+1 dan ‘
menugaskan Analis Perencanaan dan Pelaporan untuk Disposisi 60 menit | Konsep Surat
mengetik nota dinas
3 Mengetik konsep nota dinas / surat dan menyerahkan ke
Kasubbag renram untuk dikoreksi Konsep Surat | 60 menit | Konsep Surat
Mengoreksi konsep nota dinas / surat jika sudah sesuai
4 . Konsep Surat
diberi paraf jika tidak dikembalikan untuk diperbaiki Konsep Surat | 15 menit At
g Mengoreksi konsep nota dinas / surat jika sudah sesuai Konsep Surat Konsep Surat
diberi paraf jika tidak dikembalikan untuk diperbaiki diparaf 15 menit diparaf
Mengoreksi konsep nota dinas / surat jika sudah sesuai
6 |ditandatangani untuk diproses lebih lanjut jika tidak KO"S_EP Surat | . .| KonsepsSurat
dikembalikan untuk diperbaiki diparaf ditandatangani
7 Mengarsipkan surat dan menyerahkan ke Kasubbag Tata 5 Konsep Surat Diserahkan ke
10 menit

Usaha untuk diproses lebih lanjut.

ditandatangani

Tata Usaha




Pelaksana Mutu Baku
5 Analis Evaluasi
No Kegiatan Kasuba * | Kepala Ket.
Sekretaris e Perncanaan dan ‘pa BAPPEDA Kelengkapan Waktu Output
Renram Dinas
Program
. Menugaskan Kasubbag Renram melakukan penyusunan bi . 13 Disposisi dan SOP Penyusunan
RENJA PD sesuai rencana kerja Bidang dan UPTD . menit bahan renja Rencana Kerja
Menelaah rencana kerja bidang dan UPTD dan Menugaskan . . . .
) Disposisi dan 840 Disposisi dan
2 |Analis perencanaan dan Pelaporan untuk Menyusun rencana ; : ;
i ) bahan renja menit bahan renja
kerja (Renja )
Menelaah rencana kerja bidang dan UPTD dan menyusun Disposisi dan 8400 .
3 X . i Draft Renja
Renja PD bahan renja menit
Menelaah dan mengoreksi Renja PD jika sesuai diberi paraf 420
e D j j
4 jika belum sesuai dikembalikan untuk diperbaiki ik menit Lraft ferds
5 Menelaah dan mengoreksi Renja PD jika sesuai diberi paraf p— 840 PR
‘ jika belum sesuai dikembalikan untuk diperbaiki ratt kenja meait raft Renja
Menelaah dan mengoreksi Renja PD jika sesuai 840 fen
6 |ditandatangani untuk diproses lebih lanjut jika belum sesuai Draft Renja i | dit dETa )
dikembalikan untuk diperbaiki meni itandatangani
7 |Menyerahkan Renja PD ke Bappeda untuk di verifikasi | } ) Renja ) 120_ ) Renja )
ditandatangani | menit | ditandatangani
8 Melakukan verifikasi Renja PD jika sesuai ditandatangani jika Renja 2100 Renja telah
belum sesuai dikembalikan untuk diperbaiki ditandatangani | menit diverifikasi
Reni .
9 |Renja PD diserahkan ke bappeda ?nja_ t,em? 0 menit R‘-enja_t'elal?
diverifikasi diverifikasi




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SEKRETARIAT

Nomor SOP 000.9.3.3/ e LITDK-1/2024

Tanggal Pembuatan 1 Desember 2014

Tanggal Revisi 03 Juni 2024

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Nama SOP

SUB BAGIAN PERANCANAAN DAN PROGRAM

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang No.25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan
3. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
4. Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Instruksi Menpan Tahun 2008 tentang Perencanaan Berbasis Kinerja dan Perjanjian Kinerja
Di Lingkungan Instansi Pemerintah
6. Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
7. Pergub No. 51 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Kegiatan di
lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

1 Memahami konsep dasar sistem operasi komputer.
2 Memahami tentang aplikasi TEPPA

3 Memahami teknis pelaksanaan DPA SKPD

4 Memahami strukitur organisasi Pemprov.Kaltim

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. ROK 1. Komputer/Laptop

2. Laporan Bulanan 2. Internet

3. DPA 3. Hardisk External / Flashdisk
4. Telephone / fax
5. ATK

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Penyusunan (Input Data) Laporan Teppa harus sesuai kesepakatan Tim Pemprov
2. Data Laporan Teppa diinput paling lambat tanggal 10 setiap awal bulan berjalan

1 diperlukan data realisasi anggaran per bulan dari bagian Keuangan




Pelaksana Mutu Baku
i Analis
No egiatan Kasubag | Evaluasi Kasubag |Bid
Sakataris ) g |Bidang/| Kepala Ket.
Renram |Perencanaan| Keuangan | KPA Dfnis ] DAL Belsngkapan | Wikks) Output
dan Program
Menugaskan Kasubbag Renram berdasarkan Surat
1 |Permintaan Percepatan Realisasi Kegiatan dari BAPPEDA % Disposisi surat| 15 menit| Disposisi surat Penyusunan
Prov. Kaltim Laporan TEPRA
2 Menugaskan Penelaah data perencanaan dan pelaporan
untuk melakukan entry Tepra Disposisi surat| 15 menit| Disposisi surat
3 |Melakukan pengumpulan data realisasi keuangan dan fisik Disposisi surat| 15 menit| Disposisi surat
4 Mengumpulkan data realisasi keuangan perbulan dan data 420 Data realisasi
realisasi fisik serta permasalahan Disposisi surat cogivl keuangan
¥ perbulan
g Input realisasi keuangan dan fisik perbulan dan Data realisasi | 2940
menyerahkan ke kasubbag renram untuk dikoreksi keuangan rienit Laporan Teppa
Mengoreksi hasil input realisasi keuangan dan fisik Tepra
6 |jika sesuai di beri paraf jika belum sesuai dikembalikan P Laperan 60 menit| Laporan Teppa
untuk diperbaiki Teppa
Mengoreksi hasil input realisasi keuangan dan fisik Tepra
7 |jika sesuai di beri paraf jika belum sesuai dikembalikan Laporan 20 menie] Lapor Tepus
untuk diperbaiki Teppa
Mengoreksi hasil input realisasi keuangan dan fisik Tepra
8 |jika sesuai ditandatangani jika belum sesuai dikembalikan Lpain 15 menit| Laporan Teppa
untuk diperbaiki Teppa
Laporan lTeppa
9 |Melakukan penggandaan dan diserahkan ke Bappeda Laporan 840 di :ndakanzpn
Teppa menit g - 2
diiilid
Laporan TEPPA
10 |Laporan Tepra disampaikan ke BAPPEDA Prov. Kaltim. é Laporan 420 diierirna oleh
Teppa menit

BAPPEDA




PEMERINTAH PROVINS!| KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SEKRETARIAT

Nomor SOP 000.9.3.3/ 3 L /DK-1/2024

Tanggal Pembuatan 1 Desember 2014

Tanggal Revisi 03 Juni 2024

Tanggal Efeklif

Disahkan oleh

Nama SOP

SUB BAGIAN PERANCANAAN DAN PROGRAM

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang No.25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan
3. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
4. Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Instruksi Menpan Tahun 2008 tentang Perencanaan Berbasis Kinerja dan Perjanjian Kinerja Di Lingkungan Instansi Pemerintah
6.  Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
7. Pergub No. 51 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Kegiatan di lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur

1 Memahami konsep dasar sistem operasi komputer.

2 Memahami teknis pelaksanaan DPA SKPD
3 Memahami struktur organisasi Pemprov.Kaltim

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. ROK 1. Komputer/Laptop

2. Laporan Bulanan 2. Internet

3. DPA 3. Hardisk External / Flashdisk
4. Telephone/ fax
5 ATK

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Perlu adanya Koordinasi dengan seluruh bidang-bidang terkait dan UPTD lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

1 diperlukan data realisasi anggaran per bulan dari bagian Keuangan




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan " Kasubag AD Eva.luadsi, Kasubag |Bidang/| Kepala Biro Ket.
Sekretaris Perencanaan dan :
Renram Keuangan KPA Dinas Ekonomi Kelemghpe Wel NP
Program
M skan Kasubbag Renram menyusun laporan Di isi
1 enugef : .as g y p isposisi 15 menit Disposisi surat SOP Penyusur?an
evaluasi kinerja surat Laporan Knerja
M askan Penelaah data perencanaan dan pelaporan Disposisi
2 i p - peeg E— e 15 menit Disposisi surat
mengumpulkan data evaluasi kinerja surat
lakukan pengumpulan data evaluasi kinerja dan Di isi
3 e e i i ) i 15 menit Disposisi surat
permasalahan surat
Mengumpulkan data evaluasi kinerja serta permasalahan Disposisi . Data evaluasi
4 420 menit L
ke subbag renram surat kinerja
Input evaluasi kinerja dan diserahkan ke kasubbag renram Data evaluasi . i
5 . : L. 1260 menit | evaluasi kinerja
untuk dikoreksi kinerja
6 Mengoreksi hasil input evaluasi kinerja jika sesuai di beri evaluasi — Hiaai Kiene
paraf jika belum sesuai dikembalikan untuk diperbaiki kinerja en o )
7 Mengoreksi hasil input evaluasi kinerja jika sesuai di beri evaluasi 20 menit sl bt
paraf jika belum sesuai dikembalikan untuk diperbaiki kinerja : alud ne
8 Mengoreksi hasil input evaluasi kinerja jika sesuai di beri evaluasi 15 menit luasi kineri
paraf jika belum sesuai dikembalikan untuk diperbaiki kinerja ' AMIRSIEmeR
Mel an penggandaan evaluasi kinerja dan diserahkan evaluasi L
9 _e g p. GHeaRs : - ua_m 120 menit | evaluasi kinerja
Biro Ekonomi kinerja
10 |Menyerahkan hasil evaluasi kinerja ke Biro Ekonomi é e';:tlr?:' 60 menit




Nomor SOP 000.9.3.3/ %48 /DK-1/2024
Tanggal Pembuatan November 2023
Tanggal Revisi 03 Juni 2024
Tanggal Efektif 01 Januari 2025
Disahkan oleh -
PEMERINTAH PROVINS! KALIMANTAN TIMUR =H Dinas Kehutanan,
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR @Q_\\\ 0
N
SEKRETARIAT . Joko | S.P.,M.Si.
F\  \aEEE/1975080720p0031003
T T IS
SUB BAGIAN KEUANGAN & PERLENGKAPAN Nama SOP ‘7(7;0 KENSS s Keugngan

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan D.:aerah -

2. Instruksi Menpan Tahun 2008 tentang Perencanaan Berbasis Kinerja dan Perjanjian Kinerja

Di Lingkungan Instansi Pemerintah . | '

3 Pergu?: No. 51 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Kegiatan di

L intah Provinsi Kalimantan Timur o
Ilngkunga“D:Zr“:,n;rovinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan c_)rganlsaﬂ Per.angkat Daerah
* Pefa_tur?l; fimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9). Sebagaimana Telah diubah Peraturan
gmw:: N:mor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahu.n 2016 tentang Pembentukandan Susunan
P:rearngkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1)

5 Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi
| Kalimantan Timur.

6. Surat Edaran Gubernur Kaltim Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Administrasi Keuangan
7. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900/16598-IV/BPKAD tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Berkenaan dengan

Akhir Tahun Anggaran 2023 dan Awal Tahun Anggaran 2024 serta Penyampaian Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2023

1 Memahami konsep dasar Laporan Keuangan
Memahami tentang LO, LRA, Neraca, LPE
Memahami teknis pelaksanaan Laporan Keuangan
Memahami runutan pelaoran keuangan

Memahami konsep dasar sistem Operator SIPD-RI.
Memahami tentang aplikasi SIPD-RI.

o oA W N

2. Anggaran Dinas Kehutanan

Peralatan/perlengkapan
Keterkaitan 1 Komputer/laptop
2 Internet
1. Laporan Keuangan

3 Hardisk External/ Flashdisk
4 Telephone/Fax
5 Ballpoint, Pensil, Kertas

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

1. Jika Laporan Keuangan tidak di selesaikan maka Tahun Anggaran yang akan datang tidak bisa dijalankan

1 Disimpan sebagai data elektronik & manual




PELAKSANA Mutu Baku
; Ket
No. Kegiatan Penata Pembuat Sekretari Pengadministrasi Wakty
usahaan Keu | Dokumen s Keuangan Kelengkapan Output

Menerima laporan realisasi keuangan dari kegiatan, dan diteruskan - : Tk 2 : SOP Laporan

1 |kepada pembuat dokumen/ pembuat laporan keuangan dari hasil \ aporan keuangan ni aporan keuangan Keuangan
ikan dokumen laporan.
rekon untuk pengetikan do por ﬂ —
A4
2 |Membuat laporan keuangan dan memverifikasi. Laporankeuangan| 30  Menit Laporan keuangan
b ) Laporan keuangan telah

3 |Mengkoreksi dan membubuhkan paraf laporan keuangan. <$ Laporankeuangan| 5 Menit dpared
4 Memverifikasi kembali dan menandatangani laporan keuangan dan [ I Laporan kguangan 10 Menit Itaporan keuangan telah.

mendistrinusikan ke KPA/Sekretaris. telah diparaf diparaf dan tanda tangani

i Laporan key ange Laporan keuangan yan

5 Menandatangani laporan keuangan dan mengembalikan ke pembuat > tolsh dparafdan | 5 Menit tz; o tandaga : 3;nig

dokumen tandatanagn g

) Laporan keuangan

6 Menerima laporan keuangan dan meqdisﬁbgakap ke Badan J_\" J< yanglelahdi |10 Menit L;i:eplor'::ur:j .k;uzl;gt]:n yang

Pengelolaan Keuangan dan Aset bagian Verifikasi tandaiangani ah di tandatangani

Jumlah 65 Menit




Nomor SOP

000.9.3.3/ 3140 /DK-1/2024

Tanggal Pembuatan

November 2023

Tanggal Revisi

03 Juni 2024

Tanggal Efektif

01 Januari 2025

Disahkan oleh
PEMERINTAH PROVINS! KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINS! KALIMANTAN TIMUR
SEKRETARIAT . anto.S.P.M.Si
“197504072000031003
SUB BAGIAN KEUANGAN. & PERLENGKAPAN Nama SOP ‘ Ml(uk Kok

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1.

Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Instruksi Menpan Tahun 2008 tentang Perencanaan Berbasis Kinerja dan Perjanjian Kinerja

Di Lingkungan Instansi Pemerintah

Pergub No. 51 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Kegiatan di

lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi
K alimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9). Sebagaimana Telah diubah Peraturan Daerah Nomor
1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomer 1)

Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan
Timur.

Surat Edaran Gubemnur Kaltim Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Administrasi Keuangan

1 Memahami konsep dasar sistem Operator SRIKANDI.
2 Memahami tentang aplikasi SRIKANDI.

3 Memahami teknis pelaksanaan DPA SKPD

4 Memahami struktur organisasi Pemprov.Kaltim

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1.
2. Surat Keluar

Surat Masuk

Peringatan

2 Internet

4  Telephone/Fax

1 Komputer/laptop

5 Ballpoint, Pensi, Kertas
Pencatatan dan pendataan

3 Hardisk External/ Flashdisk

1.

Jika surat tidak di distribusikan akan menghambat kelancaran kerja dikantor

1 Disimpan sebagai data elektronik & manual




No Kegiatan M B
' Sekretaris Perencana Ahli Muda | Pengadmini Surat. St Bag. Ket
g Umum Waktu Olllpl.lt
SURAT MASUK g
1 Menerima, meneliti surat dan mengembalikan surat S0P Surat | Surat M
yang salah alamat di sistem Srikandi { ) SR mamak 10 Menit | surat masuk MasL:Ji:a d ;;am S:?:;ger:alzt.
rikandi
2 Perencana Ahli Muda mengkoreksi surat tersebut dan > 4
Meneruskan surat kepada Sekretaris. surat masuk 10 Menit | surat masuk
Sekretaris mensortir surat untuk didisposisi. Kemudian
3 Sekretaris mengembalikan ke Sub. Bagian Keuangan \\ surat masuk 10 Menit | surat masuk
via Srikandi
4 Kepala Sub. Bagian Keuangan mendistribusikan ke \
bagian Keuangan atau Aset (sesuai disposisi) surat masuk 5 Menit |surat masuk
Menyimpan/mengarsipkan surat masuk di sistem
5 Srikandi yang telah selesai pemrosesannya menurut surat masuk 5 Menit Konsep
tata cara yang telah ditetapkan. Surat
Jumlah 40 Menit
SURAT KELUAR
Menerima, meneliti surat dan mengembalikan surat
1 yang salah alamat di sistem Srikandi { ) S vahiy 10 Menit | surat keluar S?(Zﬁ:rra ! dS ;;;?:I ielsl:l ar';er:a tit.
ali em Srikandi
2 Surat Keluar diklasifikasikan sesuai dengan jenis surat </ surat keluar 10 Giants (| e
3 Mengirimkan Surat keluar surat keluar 5 Menit | Konsep
Surat
Jumlah 25 Menit




PEMERINTAH PROVINS| KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SEKRETARIAT

Nomor SOP 000.9.3.3/ %950 /DK-112024

Tanggal Pembuatan November 2023
Tanggal Revisi 03 Juni 2024
Tanggal Efektif 01 Januari 2025
Disahkan oleh

SUB BAGIAN KEUANGAN & PERLENGKAPAN

Nama SOP

|Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 1 Memahami konsep dasar sistem Operator SIPD-RI.
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 2 Memahami tentang aplikasi SIPD-RI.

2. Instruksi Menpan Tahun 2008 tentang Perencanaan Berbasis Kinerja dan Perjanjian Kinerja 3 Memahami teknis pelaksanaan DPA SKPD
Di Lingkungan Instansi Pemerintah 4 Memahami struktur organisasi Pemprov.Kaltim

3. Pergub No, 51 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Kegiatan di
lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

4 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9). Sebagaimana Telah diubah Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukandan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1)

5. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Timur.

8. Surat Edaran Gubemur Kaltim Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Administrasi Keuangan

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. Komputer/Lap Top dan Peralatan Penukung Lainnya 1 Komputer/laptop

2. DPA 2 Internet

3. Dokumen Pengajuan Pembayaran Barang dan jasa 3 Hardisk Externall Flashdisk

4. SPP LS Barang dan Jasa 4 Telephone/Fax

5 Ballpoint, Pensil, Kertas
Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Jika Pengajuan SPP LS tidak dilaksanakan sesuai SOP maka mengganggu Proses Pencairan Anggaran Yang Pada Akhirnya Akan
Mengganggu Pelsksanaan Kegiatan

Disimpan sebagai data elektronik & manual




Mutu Baku

No. Kegiatan PPK Bendahara Kelengkapan Wektu Output or
. Berkas barang d j
1 Menerima berkas barang dan jasa i e Menit i lbarang dan | SOP Fangajen Barang
jasa jasa dan Jasa
—T
. Berkas barang dan ; Be
2 Memverifikasi berkas barang dan jasa. o 9 Menit rkas jb:;:mg dan
3 Membuatkan SPP dan SPM Barang dan SPP, SPM. Menit SPP, SPW.
Jasa.
4 Mengkoreksi dan membul?uhkan paraf SPP k SPP, SPM. Menit SPP, SPM. Yang
dan SPM Belanja Modal telah di paraf
\
5 mengkoreksi dan m di paraf telah di tanda tangan.
tangan.
Menerima SPP Dan SPM yang telah di paraf
dan ditandatangani Bendahara, kemudian SPP, SPM. Yang telah Menit SPP, SPM. Yang
& membubuhkan tanda tangan dan ditanda tangan. telah di tanda tangan.
meneruskan kembali ke Pembuat Dokumen.
" Menerima SPP dan SPM untuk SPP, SPM. Yang telah Menit SPP, SPM. Yang
didistribusikan ke BPKAD. di tanda tangan. telah di tanda tangan.
Jumlah Menit




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINS! KALIMANTAN TIMUR

SEKRETARIAT

Nomor SOP 000.9.3.3/3% %1 /DK-1/2024

Tanggal Pembuatan November 2024

Tanggal Revisi 03 Juni 2024
Tanggal Efektif 01 Januari 2025
Disahkan oleh

SUB BAGIAN KEUANGAN. & PERLENGKAPAN

Nama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Instruksi Menpan Tahun 2008 tentang Perencanaan Berbasis Kinerja dan Perjanjian Kinerja
Di Lingkungan Instansi Pemerintah
3. Pergub No. 51 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Kegiatan di
lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9). Sebagaimana Telah diubah Peraturan

Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukandan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1)

5. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Timur.

6. Surat Edaran Gubernur Kaltim Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Administrasi Keuangan

1 Memahami konsep dasar sistem Operator SIPD-RI.
Memahami tentang aplikasi SIPD-RI.

2
3 Memahami teknis pelaksanaan DPA SKPD
4 Memahami struktur organisasi Pemprov.Kaltim

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan
1. Komputer/Lap Top dan Peralatan Penukung Lainnya 1 Komputer/laptop
2. DPA 2  Internet
3. Dokumen Pengajuan Pembayaran Barang dan jasa 3 Hardisk External/ Flashdisk
4. SPP LS Barang dan Jasa 4 Telephone/Fax
5 Ballpoint, Pensil, Kertas
Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Jika Pengajuan SPP LS tidak dilaksanakan sesuai SOP maka mengganggu Proses Pencairan Anggaran Yang Pada Akhirnya Akan
Mengganggu Pelaksanaan Kegiatan

Disimpan sebagai data elekironik & manual




Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Pembuat | PenetaUsaha | o, o i
eg T ol Pengeluaran | Sekretaris Kelengkapan Wakiu Output "
umen g Pgmﬂgﬂ!!' . ey T =
Menerima berkas Bel'clmja modal dari Sekretaris ‘ ’ Berkas Belanja Modal | 5 Menit Berkas Belanja Modal SOP Pengajuan Belanja
/Bidang. Modal
\
Memverifikasi berkas belanja modal. & Berkas Belanja Modal | 10 Menit Berkas Belanja Modal
Membuatkan SPP dan SPM Belanja Modal SPP, SPM. 30 Menit SPP, SPM.
Mengkoreksi dan membubuhkan paraf SPP dan k . |sPP, SPM. Yang telah di
) SPP, SPM. 10 Menit
SPM Belanja Modal paraf
Menerima SPP dan SPM yang telah di paraf, SPP, SPM. Yang telah di g Menit SPP, SPM. Yang telah di
mengkoreksi dan membubuhkan tanda tangan. paraf tanda tangan.
Menerima SPP Dan SPM yang telah di paraf dan
ditandatangani Bendahara, kemudian \ SPP, SPM. Yang telah di 5 Menit SPP, SPM. Yang telah di
membubuhkan tanda tangan dan meneruskan < tanda tangan. tanda tangan.
kembali ke Pembuat Dokumen.
Menerima SPP dan SPM untuk didistribusikan ke SPP, SPM. Yang telah di 25 | Menit SPP, SPM. Yang telah di
BPKAD. tanda tangan. tanda tangan.
Jumlah 90 | Menit




PEMERINTAH PROVINS| KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SEKRETARIAT

Nomor SOP 1000.9.3.3/ 3w6a. /DK-1/2024

Tanggal Pembuatan November 2023
Tanggal Revisi 03 Juni 2024
Tanggal Efektif 01 Januari 2025
Disahkan oleh

SUB BAGIAN KEUANGAN. & PERLENGKAPAN

Nama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

1

Memahami konsep dasar sistem Operator SIPD-RI.

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Memahami tentang aplikasi SIPD-RI.
2. Instruksi Menpan Tahun 2008 tentang Perencanaan Berbasis Kinerja dan Perjanjian Kinerja 3. Memahami teknis pelaksanaan DPA SKPD
Di Lingkungan Instansi Pemerintah 4. Memahami struktur organisasi Pemprov.Kaltim
3. Pergub No. 51 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Kegiatan di
lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Provinsi Kalimanian Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9). Sebagaimana Telah diubah Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukandan Susunan
Peranckat Daerzh Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1)
5. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Timur.
6. Surat Edaran Gubernur Kaltim Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Administrasi Keuangan
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. Komputer/laptop
1. Konsep usulan Program dan Kegiatan Keuangan 2. Internet
3. Hardisk External/ Flashdisk
4. Telephone/Fax
5. Ballpoint, Pensil, Kertas

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

1. Jika tidak membuat program kegiatan maka akan menghambat kelancaran tugas

1. ]Disimpan dalam bentuk data manual & elektronik




Mutu Baku

Ket
Kegieton Sekretaris  |Pengadm. Keu|  Kelengkapan Waktu Output
. ; SOP Pengajuan Usulan Program
Menyiapkan usulan program & kegiatan keuangan. Q Konsep Usulan 30 | Menit Konsep Usulan Kegiatan
L_——__\l

Menerima usulan Program & kegiatan dari Sekretal’islPPK. KO"SBP Usulan 5 Menit Konsep Usulan
dan mengetik konsep usulan program.

; . \ .
Mengkoreksi usulan program kegiatan, mengkonsultasikan K Konsep Usulan 25 Menit Usulan yang taiat.h di
ke kasubag renram dan membubuhkan tanda tangan tanda tangani
Menerima koreksi dan usulan yang telah di tanda tangani Usulan yang tala.h di 10 Menit Usulan yang tala-h di
oleh Sekretaris dan mendistribusikan ke kasubag Renram. tanda tangani tanda tangani

70 Menit




PEMERINTAH PROVINS| KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SEKRETARIAT

Nomor SOP 000.9.3.3/ 2+53 [DK-1/2024

Tanggal Pembuatan November 2023
Tanggal Revisi 03 Juni 2024
Tanggal Efektif 01 Januari 2025
Disahkan oleh _

SUB BAGIAN KEUANGAN & PERLENGKAPAN

Nama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

1

Memahami konsep dasar sistem Operator SIPD-RI.

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 2 Memahami tentang Aplikasi QRIS pada Aplikasi E-Retribusi Daerah
2. Instruksi Menpan Tahun 2008 tentang Perencanaan Berbasis Kinerja dan Perjanjian Kinerja 3 Memahami teknis pelaksanaan DPA SKPD
Di Lingkungan Instansi Pemerintah 4 Memahami struktur organisasi Pemprov.Kaltim
3. Pergub No. 51 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Kegiatan di
lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9). Sebagaimana Telah diubah Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukandan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1)
5. Peraturan Gubemur Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Timur.
6. Surat Edaran Gubemur Kaltim Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Administrasi Keuangan
7. Pergub Kaltim No. 33 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha.
8. PerdaNo.4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jas Usaha,
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1 Komputer/laptop
1. Bukti Setor Penyewa 2 Internet
2. Bukti Setor QRIS 3 Hardisk Externall Flashdisk
4 Telephone/Fax
5 Ballpoint, Pensil, Kertas

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

1. Jika tidak disetor maka belum termasuk realisasi penerimaan daerah

Disimpan sebagai data elektronik & manual




Pelaksana Mutu Bak

Kegiatan Bendahara Pembuat Perencana Ahli
penerimaan |  Dokumen ‘Muda Sekretaris Kelengkapan ~ f Waktu |  Output i
Menerima Dana dari Penyewa Gedung / aula Dinas Data Penyewaan /Daftar . Uang yang SOP Pemakaian Fasilitas Kantor
kehutanan. Penyewa 5 | Menit il (Penyewaan Gedung aula dan
__._w Penyewaan kantin)
Membuat STS penyetoran pada Aplikasi SIPD-RI, di Konsep STS
Konsep STS 5 | Menit | yangtelah di

tanda tangani oleh Bendahara Penerimaan.

tanda tangani
Menerima STS yang telah di tanda tangani oleh <> Konsen STS
bendahara penerimaan dan di paraf oleh Perencana Konsep STS ) p ?
Ahli Muda selanjutnya diteruskan ke KPA/Sekretaris. P 10| Ment yang;e;?h di

ral.
\
Menandatangani STS dari Pembuat Dokumen dan <> st
mengembalikan kembali kepada Bendahara STS yang telah ditanda| . | \ . dyang telah
Penerimaan tangani ens I tanda
tangani

Menyetorkan Dana yang ada ke Kas Daerah

menggunakan Aplikasi QRIS pada Aplikasi E- ( }( STS yang telah ditanda STSyang telah

Retribusi Daerah, dilengkapi dengan bukti dokumen tangani dan buktisetor [ 15 | Menit | ditanda
STS QRIS tangani

Jumlah 20 | Mentt




PEMERINTAH PROVINS| KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SEKRETARIAT

Nomor SOP 000.9.3.3/ 3,54 /DK-1/2024

Tanggal Pembuatan November 2023
Tanggal Revisi 03 Juni 2024
Tanggal Efektif 01 Januari 2025
Disahkan oleh

SUB BAGIAN KEUANGAN. & PERLENGKAPAN Nama SOP
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana l‘
1. Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 1 Memahami konsep dasar sistem Operator SIPDRI \

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 2 Memahami tentang aplikasi SIPD-RI
2. Instruksi Menpan Tahun 2008 tentang Perencanaan Berbasis Kinerja dan Perjanjian Kinerja 3 Memahami teknis pelaksanaan DPA.SKPD
Di Lingkungan Instansi Pemerintah . 4  Memahami struktur organisasi Pemprov.Kaltim
3. Pergub No. 51 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Kegiatan di
lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9). Sebagaimana Telah diubah Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukandan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1)
5. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Timur.
6. Surat Edaran Gubernur Kaltim Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Administrasi Keuangan
7. Pergub Kaltim No. 15 Tahun 2019 tentang Gaji PNS
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. Komputer/Lap Top dan Peralatan Penukung Lainnya 1 Komputer/laptop
2. Dokumen Laporan Fungsional 2 Internet
3. Buku kas Umum . 3 Hardisk External/ Flashdisk
4. SPJ pertanggungjawaban 4  Telephone/Fax
5 Ballpoint, Pensil, Kertas
Peringatan Pencatatan dan pendataan
1. Jika Pengajuan SPP UP/TU/GUILS tidak dilaksanakan sesuai SOP maka mengganggu Proses Pencairan Anggaran Yang Pada Akhimya | Dsimpan sebagai data elektronik & manual

Akan Mengganggu Pelaksanaan Kegiatan




Mutu Baku

Kegiatan Perencana Ahli Bendh. Pembuat Pengadm. Ket
Muda Pengeluaran Dokumen Keu. o Kelsngkapan Wakdy Output
Menerima dan Memverifikasi berkas SPJ dari Sekretariat dan ‘ ' P " _— . SOP Pengajuan
Bidang. LS SPJ
Verifikasi dari Penatausahaan Keuangan, dan Py 5 Menit Befk.as SPJ yang tleah
menandatangani berkas LS JI ditanda tangani.
h . Berkas SPJ yang telah
Membuat usulan Ganti Uang (LS) <> SPJ 5 Menit ditanda tangan,
Menerima Berkas SPJ yang sdh diverifikasi dan membuatkan P 5 Menit Berk'as SPJ yang tglah
SPP, SPM dan menyerahkan ke Bendahara Pengeluaran. ditanda tangani.
Menerima SPP, dan menandatangani SPP, mengembalikan SPP 5 Menit Berkas SPP
kembali ke Perencana Ahli Muda.
\ Berkas SPM, dan SPP
Menerima SPP yang telah di tanda tangani Bendahara <> SPM,dan SPPyang | . |\ yang telah di tanda
Pengeluaran dan Mengkoreksi SPM selanjutnya paraf SPM. telah ditanda tangani. tangani.
\
_ . <> SPM,dan SPPyang | | Berkas SPM, dan SPP
Menerima SPP dan SPM kemudian Menandatangani SPM. telh ditanda tangan Menit yang telah d|' tanda
tangani.
R N Berkas SPM, dan SPP
Menerima SPP dan SPM selanjutnya didistribusi ke Biro Ej t::t’:n;iid!:{:n ::g:a:'gi 5|  Menit yang telah di tanda
Keuangan. gant. _tangani.
Menerima SP2D LS berkas untuk p.encairar? uang d.i Bank Cek yang telah di tanda o Cek yang telah di tanda
selanjutnya didistribusikan ke rekening masing-masing tangani 15 enit st
karyawan (PNS)
Jumlah 55 Menit




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SEKRETARIAT

Nomor SOP 000.9.3.3/%,SS /DK-1/2024

Tanggal Pembuatan November 2023

Tanggal Revisi 03 Juni 2024

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

SUB BAGIAN KEUANGAN. & PERLENGKAPAN

Nama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Instruksi Menpan Tahun 2008 tentang Perencanaan Berbasis Kinerja dan Perjanjian Kinerja
Di Lingkungan Instansi Pemerintah

3. Pergub No. 51 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Kegiatan di
lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

4. peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor © Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9). Sebagaimana Telah diubah
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukandan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1)

5. Peraturan Gubemnur Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Timur.
6. Surat Edaran Gubernur Kaltim Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Administrasi Keuangan

1 Memahami konsep dasar sistem Operator SIPD-RI.
2 Memahami tentang aplikasi SIPD-RI.

3 Memahami teknis pelaksanaan DPA SKPD

4 Memahami struktur organisasi Pemprov.Kaltim

2. Dokumen Laporan Fungsional
3. Buku kas Umum
4. SPJ pertanggung jawaban

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1 Komputer/laptop
1. Komputer/Lap Top dan Peralatan Penukung Lainnya 2 Internet

3 Hardisk External/ Flashdisk
4 Telephone/Fax
5 Ballpoint, Pensil, Kertas

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

1. Jika Pengajuan SPP UP/TU/GU tidak dilaksanakan sesuai SOP maka mengganggu Proses Pencairan Anggaran Yang Pada Akhimya
Akan Mengganggu Pelaksanaan Kegiatan

1. Disimpan sebagai data manual & elektronik




Mutu Baku

Kegiatan Pembuat Bendh
ig Sekretarial | pokumen | Pengeluaran Kelengkapan Waktu Output i
Menerima dan Memverifikasi berkas SPJ dari Sekretariat dan ( )
Bidang. SPJ 480 Menit SPJ SOP Pengajuan GU
Verifikasi dari Penatausahaan Keuangan, dan membuat BKU \
dan Buku lainnya serta menandatangani berkas GU !"""LI SPJ 960 Menit spJ
) Buku manual
Membuat usulan Ganti Uang (GU) Bendahara 480 Menit | Buku Kas Umum Bendahara
Pengeluaran Pengeluaran
. ¥
Menslitdan paraf berkas GU <> SPP, SPM 10 |  Menit |SPP, SPM Yang telah di para.
W
Penandatangan berkas Ganti Uang ( GU ) selanjuinya scan I I .
kuwitansi Penutup dan upload file serta pengiriman berkas. SPP, SPM 10 Menit SeESPl T::: tglah ilnse
ani
Jumlah 1940 Menit




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SEKRETARIAT

Nomor SOP 000.9.3.3/ 3G JDK-1/2024

Tanggal Pembuatan November 2023
Tanggal Revisi 03 Juni 2024
Tanggal Efektif 01 Januarj 20
Disahkan oleh

SUB BAGIAN KEUANGAN & PERLENGKAPAN

Nama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Instruksi Menpan Tahun 2008 tentang Perencanaan Berbasis Kinerja dan Perjanjian Kinerja
Di Lingkungan Instansi Pemerintah

3. Pergub No. 51 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Kegiatan di
lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor g Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9). Sebagaimana Telah diubah Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukandan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1)

5. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Timur,
6. Surat Edaran Gubemur Kaltim Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Administrasi Keuangan

7. Pergub Kaltim 32-2020 tig Tata Cara Pemberian, Pemotongan, Penghentian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di Lingkungan Pemprov

1 Memahami konsep dasar sistem Operator SIPD-RI.
2 Memahami tentang aplikasi SIPD-RI.

3 Memahami teknis pelaksanaan DPA SKPD

4 Memahami struktur organisasi Pemprov.Kaltim

Kaltim.
oterhaitan Peralatan/perlengkapan
1 Komputerflaptop
1. Absen daftar Hadir Pinjer Print dan Scan Wajah 2 Internet
3 Hardisk Externall Flashdisk
4 Telephone/Fax
5 Ballpoint, Pensi, Kertas

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

1. Jika tidak diajukan akan menghambat kelancaran tugas dikantor

1 Diperlukan data realisasi Keuangan dari kegiatan.
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Penata
No. Kegiatan Pembuat
Kgsaha Bendh. PPK Belile Sekretaris Kelengkapan Waktu Output Ket
Menerima Daftar Kehadiran dari Sub
Kepegawaian dan seluruh UPTD C_-) Daftar Kehadiran D ;

1 membuatkan daftar penerima insentif. (absensi) 120| Menit afEa;b}::::?]lra“ sop Penge?)uan
(TTP) Insentif
Menerima Daftar Insentif dari Bendahara

2 Pengeluaran , mengkoreksi dan Daftar Insentif 10 | Menit Daftar Isentif
meneruskan ke PPK.

Menerima daftar insentif, mengkoreksi \
dan membubuhkan paraf, dan \5/ Daftar Insentif yang telah D .
; aftar [

: mengembalikan ke Bendahara di paraf 5 | Menit : n;t:ﬂ:i:fang telah
pengeluaran. P
Menerima daftar insentif dan Dafta .

4 menandatangani, dan meneruskan ke 4 d]'- Insentify angltelah 15 | Menit Daftar Insentif yang telah
KPA/ Sekretaris. i tanda tangani. di tanda tangani.
Menerima Daftar Insentif, mengkoreksi Daftar Insentif yang telah ;

> dan menandatangani. : + g. 10 | Menit Da&at.‘ Insentif yang telah

an g di tanda tangani. di tanda tangani.
Menerima daftar insentif (TTP) dan E"I, Daftar Insentif yang telah Dafta ,
" rl
6 membuatkan SPP dan SPM. —J" di tanda tangani. 30| Menit di t:izl;tgﬁ;:itelah
7 Menerima SPP SPM, koreksi dan paraf. SEFSHM yang telab-df 10 | Menit SPP, SPM yang telah di
t paraf paraf
8 Menerima SPP dan menandatangani SPP. I k———] SPP,SPM yang tel.ah di 5 Menit SPP, SPM yang telah di
tanda tangani tanda tangani

Menerima SPP SPM, dan menandatangani SPP, SPM yang telah di

9 g g telah di 2 SPP, SPM yang telah di
SPM. @ tanda tangani 10| Menit tandaytanggani

Menerima SPP, SPM dan meneruskan ke | L SPP, SPM yang telah di
f ' . SPP, SPM i

10 | BPKAD untuk dibuatkan SP2D = tanda tangani 15 | Menit mday;r:]gg :::;ah di
Menerima SP2D dari BPKAD , dan

11 menandatangani Cek bersama KPA, untuk t SP2D 60 | Menit SP2D
pengambilan uang insentif.

Menerima Uang insentif dari bendahara C}<
pengeluaran, dan didistribusikan ke Uang yang telah diambil Ua . .

12 masing - masing karyawan dan karyawati, dari barik 10 | Menit gy "E:jlegritebt!:kdlambll

daftar Template.
jumlah 300| Menit




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SEKRETARIAT

Nomor SOP 000.9.3.3/ %5 }DK-1/2024

Tanggal Pembuatan November 2023
Tanggal Revisi 03 Juni 2024
Tanggal Efektif 01 Januari 2025
Disahkan oleh

SUB BAGIAN KEUANGAN. & PERLENGKAPAN

Nama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1.

Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

1 Memahami konsep dasar sistem Operator SIPD-RI.

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 2 Memahami tentang aplikasi SIPD-RI.
2. Instruksi Menpan Tahun 2008 tentang Perencanaan Berbasis Kinerja dan Perjanjian Kinerja 3 Memahami teknis pelaksanaan DPA SKPD
Di Lingkungan Instansi Pemerintah 4 Memahami struktur organisasi Pemprov.Kaltim
3. Pergub No. 51 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Kegiatan di 5 Memahami struktur organisasi Pemprov.Kaltim
lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
4 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9). Sebagaimana Telah
diubah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2021 Nomor 1)
5. Peraturan Gubemur Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Timur.
6. Surat Edaran Gubernur Kaltim Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Administrasi Keuangan
7. Surat Edaran Gubernur Kaltim no. 2 Tahun 2023 tentang Pencabutan Gubernur Kaltim No. 31 tahun 2013 tentang besaran
belanja dengan ganti uang persediaan pada SKPD dilingkungan Pemerintah Kaltim
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1 Komputer/laptop
1. DPA dan Daftar Rekap Program dan Kegiatan 2 Intemet
2. Pembayaran GULS 3 Hardisk Externall Flashdisk
3. Belanja Rutin Kantor 4 Telephone/Fax
5 Ballpoint, Pensil, Kertas
Peringatan Pencatatan dan pendataan

(f

Jika tidak diajukan segera akan menghambat pekerjaan di kantor

1 Disimpan sebagai data elektronik & manual




Mutu Baku

No. Kegiatan Pembuat ; Bendh. Benda,
s ] e ] Pengeluaran Kelengkapan Wakiu Output g
Pembantu

1 Penatausahaan Keuangan, menyiapkan usulan pengajuan O
Uang Persedian (UP). Konsep,memo | 30 | menit | Memo, Disposisi |SOP Pengajuan UP
Menerima Usulan UP dari Penatausahaan Keuangan dan

2 | membuatkan surat Permohonan dan dikonsultasikan ke Konsep, nemo | 10 —— Surat yang telah di
KPA/Sekretaris. paraf
Menerima Surat Permohonan UP yang telah di paraf PPK, )

3 | dan KPA membubuhkan tanda tangan, selanjutnya diteruskan Surd 10 menit | Suratyang telah di
ke BPKAD. paraf
Menerima Surat Permohonan dari PPK, dan KPA/ Sekretaris .

4 | selanjutnya membuatkan SPP UP yang diusulkan ke BPKAD Suratyangtelahdi | .0 [ . | Suratyang telah di

tanda tangani tanda tangani
Menerima SPP yang dibuat oleh Pembuat Dokumen untuk \

5 mengkoreksi dan membubuhkan paraf selanjutnya \ Surd 5 it Surat yang telah di
menyerahkan ke KPA/ Sekretaris. paraf
Menerima SPP yang telah di paraf, mengkoreksi dan A Sura ,

5 t telah d

@ menandatangani selanjutnya menyerahkan kembali ke PPK. E Sura 5 menit y:zgfe and

Menerima Surat yang telah ditandatangi dan menyerahkan Siral -
I'—| 5 , telah d

4 kepada pembuat dokumen. I~ Sura 5 menit y:;fafe s

Menerima Surat dari PPK, dan mendistribusikan ke BPKAD ;
! ' .. | Surat telah d

2 selanjutnya menerima SP2D yang telah disahkan. Sura 10 menit | - y;:ife and

9 Menerima SP2D UP, kemudian menandatangani Cek N
bersama KPA untuk pengambilan uang di bank <>“ SP2D 120 menit SP2D
Menerima Uang UP dari bendahara selanjutnya Uang yany telah Uan

: ang telah

10 didistribusikan ke kegiatan masing - masing. D diambil dai Bank o4 vkl diam?)irda?i Baank

Jumlah 555 menit




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SEKRETARIAT

Nomor SOP 000.9.3.3/ 5458 /DK-1/2024

Tanggal Pembuatan November 2023
Tanggal Revisi 03 Juni 2024
Tanggal Efektif 01 Januari 2025
Disahkan oleh

SUB BAGIAN KEUANGAN. & PERLENGKAPAN

Nama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1

Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

1

Memahami konsep dasar sistem Operator SIPD-RI.

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 2 Memahami tentang aplikasi SIPD-RI.
2. Instruksi Menpan Tahun 2008 tentang Perencanaan Berbasis Kinerja dan Perjanjian Kinerja 3 Memahami teknis pelaksanaan DPA SKPD

Di Lingkungan Instansi Pemerintah 4  Memahami stuktur organisasi Pemprov.Kaltim
3, Pergub No. 51 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Kegiatan di

lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9). Sebagaimana Telah diubah Peraturan

Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukandan Susunan

Peranakat Daerahb Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1)
5. Peraturan Gubemur Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Timur.
6. Surat Edaran Gubernur Kaltim Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Administrasi Keuangan
7. Pergub Kaltim No. 15 Tahun 2019 tentang Gaji PNS
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Surat masuk dan keluar 1 Komputeraptop
2. SOP Pengajuan SPP 2 Internet
3. Daftar Gaji Pegawai 3 Hardisk Externalf Flashdisk

4 Telephone/Fax
5 Ballpoint, Pensil, Kertas

Peringatan Pencatatan dan pendataan

1.
2. Pengajuan SPP-LS Gaji dan Tunjangan digunakan untuk pembayaran Langsung kepada PNS dengan jumlah yang ditetapkan.

3, SPM Gaji induk harus sudah diterima Kuasa BUD paling lambat tabnggal 25 sebelum bulan pembayaran.

Jika tidak diajukan akan menghambat pembayaran gaji

Dsimpan sebagai data elektronik & manual




Mutu Baku

Kegiatan Perencana Ahli| ~ Bendahara Pembuat  |Pengadministrasi . Ket
Muda Pengeluaran Dokumen Keuangan et Kelengkapan Waktu Output
Menerima Daftar gaji dari bidang kepegawaian D .
mengkoreksi dan menyerahkan ke bendahara Deftar Gaji 5| Menit Daftar gaji SOP F’gggajuan
pengeluaran j
Menerima Daftar gaji dari Perencana Ahli Muda, )
mengkoreksi dan membubuhkan tanda tangan Deftar Gajj 5| Menit Da;t;; ;?tﬁnga :.?lah
mengembalikan kembali ke Perencana Ahli Muda. gani.
Menerima daftar gaji yang telah di tanda tangani oleh k i | Daftar Gajiyang telah
Deftar Gaji 5| Menit : ;
bendahara dan membubuhkan paraf. ditanda tangani,
Menerima Daftar gaji dan membuatkan SPP, SPM dan Datar Gsi 5| e D aﬂlar Gajyang te?lah
menyerahkan ke Bendahara Pengeluaran. ditanda tangari,
Menerima SPP, dan menandatangani SPP, — . )
' . , dan SPP 5
mengembalikan kembali ke Perencana Ahli Muda. / Menit | Daftar Gaji, dan SSP
Menerima SPP yang telah di talnda tangani. Bendahara é R | Daftar Gaj, d.an SPP
Pengeluaran dan Mengkoreksi SPM sefanjutnya paraf teoh dl end tangan, 5| Menit yang telah dn. tanda
SPM. tangani.
Menerima SPP dan SPM kemudian Menandatangani \)> Daftar Gaij dan SPP yang nr- DaﬂartGlau;:I :gn S:P
SPM. telah di tanda tangani. onit | yangteiah ditanda
0y tangani,
Menerima SPP dan SPM selanjutnya didistribusi ke Biro Ej Daftar Gaj dan SPP yang 5 | vent DaﬂartGlaJ;; :atn SPP
Keuangan. telah di tanda tangani. R | yangteishditanda
tangani.
Menerima SF‘?D gaiji untuk perlncairan uang di sank y P | ek yang
selanjutnya ditransfer ke rekening masing-masing i 15| Menit oo e
karyawan (PNS) melalui Aplikasi ATKP g
Jumiah 55| Menit




PEMERINTAH PROVINS| KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SEKRETARIAT

Nomor SOP 000.9.3.3/%5% /DK-1/2024

Tanggal Pembuatan November 2023
Tanggal Revisi 03 Juni 2024
Tanggal Efektif 01 Januari 2025
Disahkan oleh

SUB BAGIAN KEUANGAN & PERLENGKAPAN

Nama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

1

Memahami konsep dasar sistem Operator SIPD-RI.

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 2 Memahami tentang aplikasi SIPD-RI.
2. Instruksi Menpan Tahun 2008 tentang Perencanaan Berbasis Kinerja dan Perjanjian Kinerja 3 Memahami teknis pelaksanaan DPA SKPD
Di Lingkungan Instansi Pemerintah 4 Memahami struktur organisasi Pemprov.Kaltim
3. Pergub No. 51 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Kegiatan di
lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
4, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9). Sebagaimana Telah
diubah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2021 Nomor 1)
5. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Timur.
6. Surat Edaran Gubernur Kaltim Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Administrasi Keuangan
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. Pembayaran UPLS/GUTTP 1 Komputer/laptop
2 Internet
3 Hardisk Externall Flashdisk
4 Telephone/Fax
5 Ballpoint, Pensil, Kertas
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Jika tidak diusulkan akan menghambat kegiatan Kantor Dinas Kehutanan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
: Ket.
No. Kegiatan Sekretaris  |Pengadm. Keu. Kelengkapan Waktu Output
1 |Menyiapkan Usulan SPD O Konsep Surat 10 Menit Konsep Surat SOP Usulan SPD
2 |Menerima dan Mengetik usulan SPD. Konsep Surat 5 Menit Konsep Surat
i i ) K Surat, Konsep Surat,
i lan SPD dan dikoreksi onsep . p
3 Te?::j:r:n?: ?r:]::\gulﬂ\i{;: paraf. dibubuhkan Paraf | 'O Mk dibubuhkan Paraf
i koreksi dan Menandatangani Konsep Surat, g Surat yang telah di
4 g:genma Usulan Hiengko dibubuhkan Paraf 8 Menit tandatangani.
Menerima Usulan SPD selanjutnya disampaikan )D Surat yang telal} ditanda 10 Merit Surat yang telar\ ditanda
5 |kepada BPKAD. tangani tangani
jumlah 40 Menit




